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TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI MEDAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas
Obat  dan  Makanan  Nomor  28  Tahun  2025  tentang
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala
Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Medan
tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Medan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata  Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 80);

4. Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  tentang
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2025  tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun  2025  –  2029  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
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6. Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2025  tentang
Penyusunan  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja
Kementerian/Lembaga  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana  Teknis  pada  Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
3  Tahun  2025  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun
2023  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit
Pelaksana  Teknis  pada  Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
28  Tahun  2025  tentang  Rencana  Strategis   Badan
Pengawas  Obat  dan  Makanan  Tahun  2025-2029
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
763);

9. Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Reviu  Rencana  Strategis  di
Lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan
Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI  BESAR PENGAWAS OBAT

DAN  MAKANAN  DI  MEDAN TENTANG  RENCANA
STRATEGIS  BALAI  BESAR  PENGAWAS  OBAT  DAN
MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai
Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Medan Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar
Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Medan,  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di
Medan memuat  visi,  misi,  tujuan,  sasaran  kegiatan,
kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Medan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
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Ketiga : Renstra  Balai Besar  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  di
Medan sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  Kedua
berfungsi sebagai:
a. Acuan bagi Balai Besar POM di Medan dan Loka POM

di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun
dokumen perencanaan tahunan; dan 

b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Medan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR POM DI MEDAN,

      ${ttd}

MOJAZA SIRAIT
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar 

Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. 

Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem 

kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan 

efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga 

mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang 

tersedia di pasar. 

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui 

pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk 

berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang 

aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan 

kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh 

produk yang tidak memenuhi standar. BPOM juga memainkan peran penting dalam 

menjaga keamanan pangan. Pengawasan terhadap produk makanan untuk 

memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari 

kontaminasi dan bahan berbahaya. Hal ini sangat penting untuk mencegah wabah 

penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara umum.  

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, 

terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. 

Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi 

masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam 

mengawasi produk yang beredar di pasar. Untuk melaksanakan tugas teknis 

operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM, maka dibentuk 

unit pelaksana teknis sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis 

pada BPOM yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat 

mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

19Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.   Balai Besar POM di Medan merupakan salah satu UPT BPOM dengan 

wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara,  tugas dan fungsi BBPOM di Medan 
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adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh 

Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai Besar POM di 

Medan dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas pokok Balai Besar POM di Medan 

adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, 

BPOM menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidangpengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat danMakanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat danMakanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dandistribusi Obat dan 

Makanan; 

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat danMakanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangkainvestigasi dan 

penyidikan; 

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makananmelalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, danpengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan Obat 

dan Makanan;  

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Medan saat ini disusun 

berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai 

Besar POM di Medan adalah Balai dengan kedudukan Eselon III yang Struktur 

Organisasinya terdiri dari:  

a. Kepala; 

b. Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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1. Kepala Balai Besar POM di Medan yakni sebagai Kepala UPT BPOM 

menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan 

tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala 

dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.  

2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 

teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan 

kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan 

administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Medan sebagai UPT 

BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis 

beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai 

Besar POM di Medan.  

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan 

kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan 

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) 

kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau 

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan 
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dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja 

organisasi. 

- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:  

a. ketua tim; dan  

b. anggota tim. 

- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang 

ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan 

kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas 

- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Medan dalam melaksanakan 

tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan.  

Wilayah kerja Balai Besar POM di Medan di Provinsi Sumatera Utara dapat 

dilihat pada peta  sebagai berikut  :  

 

Gambar 2 Pembagian Wilayah Kerja Balai Besar POM di Medan  

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan merupakan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM yang memiliki wilayah kerja 

cukup luas, meliputi beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. 
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Wilayah pengawasan BBPOM di Medan terdiri atas 5 kota dan 12 kabupaten, yang 

terbagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing unit pelaksana, yaitu Balai Besar 

POM di Medan, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Balai POM di Kota Tanjung 

Balai. Wilayah Pengawasan Balai Besar POM di Medan 

bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan di wilayah berikut: 

 Kota Medan 

 Kota Binjai 

 Kota Tebing Tinggi 

 Kota Pematangsiantar 

 Kota Gunungsitoli 

 Kabupaten Deli Serdang 

 Kabupaten Serdang Bedagai 

 Kabupaten Batubara 

 Kabupaten Langkat 

 Kabupaten Karo 

 Kabupaten Simalungun 

 Kabupaten Dairi 

 Kabupaten Pakpak Bharat 

 Kabupaten Nias 

 Kabupaten Nias Utara 

 Kabupaten Nias Barat 

 Kabupaten Nias Selatan 

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi 

Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera 

Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, 

Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara 

dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu 

gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh 

terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera 

Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km2, Sumatera Utara memiliki total 

populasi mencapai 15,59 juta jiwa (data BPS 2024) menjadikan Sumatera Utara 

menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia 

atau mencapai 5,6% dari total jumlah penduduk Indonesia.  
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Tabel 1 Jarak Ibukota Ke Kabupaten/Kota 

 

 

a) Jumlah wilayah administrasi: 

 Kabupaten  :      25 Kabupaten 

 Kota   :        8 Kota 

 Kecamatan  :    455 Kecamatan 

 Desa   : 6.110 Desa/Kelurahan 

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota 

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau 

dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan 

Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan 

Kapal Laut atau Pesawat Udara. 

 Melalui darat : 92,30% dengan kondisi : 

 terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% 

diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, 

selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan 

provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang 

dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan 

selebihnya 19,84% rusak berat. 

 Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional 

(Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. 

Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba 

Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung 

Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan 

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota: 

Kabupaten/ Kota Ibukota 
Kabupaten

Jarak  ke Ibukota 
Provins i Kabupaten/ Kota Ibukota 

Kabupaten
Jarak  ke Ibukota 

Provins i

 1. N i a s Gunung Sitoli 349 + 80 Mil 14. Nias Selatan Teluk Dalam 456 + 80 Mil
 2. Mandailing Natal Panyabungan 468 15. Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 230
 3. Tapanuli Selatan Sipirok 360 16. Pakpak Bharat Salak 198
 4. Tapanuli Tengah Pandan 364 17. Samosir Pangururan 230
 5. Tapanuli Utara Tarutung 283 18. Serdang Bedagai Sei Rampah 61
 6. Toba Samosir Balige 230 19. Batu Bara Limapuluh 120
 7. Labuhanbatu Rantau Prapat 288 20. Padang Lawas Utara Gunung Tua 428
 8. A s a h a n Kisaran 160 21. Padang Lawas Sibuhuan 495
 9. Simalungun Raya 155 22. Labuhanbatu Selatan Kota Pinang 341
10. D  a  i  r  i Sidikalang 153 23. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan 220
11. K  a  r  o Kabanjahe 78 24. Nias Utara Lotu 389 + 80 Mil
12. Deli Serdang Lubuk Pakam 29 25. Nias Barat Sirombu 415 + 80 Mil
13. L a n g k a t Stabat 43

26. S i b o l g a Sibolga 349 30. M e d a n Medan 0
27. Tanjungbalai Tanjungbalai 186 31. B i n j a i Binjai 22
28. Pematangsiantar Pematangsiantar 128 32. Padangsidimpuan Padangsidimpuan 395
29. Tebing Tinggi Tebing Tinggi 81 33. Gunungsitoli Gunungsitoli 349 + 80 Mil

Kabupaten

Kota
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 Paling lama : 12 jam 

 Paling singkat :   2 jam 

 Rata-rata  :   7 jam 

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota: 

 Paling lama : 4 hari 

 Paling singkat : 2 hari 

 Rata-rata  : 3 hari 

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi,  Balai Besar POM di Medan telah 

menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis 

dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien 

yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai 

disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam 

bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan 

dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha. 

 

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-

2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. Rencana Strategis BPOM untuk periode 2025-

2029 dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk 

mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. 

Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam 

menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. 

Balai Besar POM di Medan juga melaksanakan pengembangan Renstra untuk 

periode 2025-2029 sebagai respon dalam menjawab tantangan yang semakin 

kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM 

di Medan. 

 

Pengembangan Renstra Balai Besar POM di Medan 2025-2029 menandai 

langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan 

keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai 

Besar POM di Medan bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan 

kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 

akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif. 
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1.1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024 

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2020–2024 merupakan cerminan 

dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dirancang 

dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM secara nasional. 

Pengukuran kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Medan telah berjalan secara 

efektif dan efisien, sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam 

perencanaan strategis. Melalui pengukuran ini, setiap unit kerja dapat melihat tingkat 

keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan program prioritas, 

sekaligus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. 

 

Lebih lanjut, pengukuran kinerja tidak hanya berperan sebagai alat kontrol dan 

akuntabilitas, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang 

lebih tepat sasaran. Hasil pengukuran kinerja selama lima tahun terakhir menjadi 

pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan, termasuk dalam 

penyusunan rencana strategis tahun berikutnya. Dengan demikian, proses 

pengukuran kinerja menjadi bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang 

sistematis dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan 

pengawasan obat dan makanan demi perlindungan kesehatan masyarakat.. 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Balai Besar POM di Medan atas 

pelaksanaan Renstra 2020-2024 disajikan informasinya pada tabel berikut: 
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Tabel. 1.2. Capaian Kinerja 2020-2024 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

dan Indikator Kinerja 

Kegiatan  

2020 
% 

2021 
% 

2022 
% 

2023 
% 

2024 
% 

Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi 

Terwujudnya Obat 

dan Makanan yang 

memenuhi syarat di  
wilayah kerja Balai 

Besar POM di 

Medan 

1 
Persentase Obat yang 
memenuhi syarat 

80,8 92,8 114,85 92,5 91,17 98,56 93 99,00 106,45 93,50 98,73 105,59 98,80 99,20 100,40 

2 
Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat 

78 80 102,56 80 80,37 100,46 82 94,31 115,01 84,00 84,66 100,79 89,00 83,92 94,29 

3 

Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

88,00 88,20 100,23 89,00 87,74 98,58 89 94,85 106,57 90,00 94,61 105,12 94,70 98,45 103,96 

4 

Persentase Makanan yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

60,00 50,80 84,67 60,00 55,79 92,98 63 83,89 133,16 67,00 88,24 131,70 88,30 87,50 99,09 

5 
Persentase pangan 
fortifikasi yang memenuhi 
syarat 

      85,00 74,62 87,79 87 86,57 99,51 89,00 88 98,88 89,00 90,91 102,15 

Meningkatnya 

kesadaran 
masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan 
di  wilayah kerja 

Balai Besar POM di 

Medan 

1 

Indeks kesadaran 
masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu di masing–masing 
wilayah kerja Balai Besar 
POM di Medan 

71 81,43 114,69 81,00 74,07 91,44 82 85,95 104,82 84,00 87,87 104,61 86,00 92,10 107,09 

Meningkatnya 

kepuasan pelaku 

usaha dan  
Masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan 
diwilayah kerja 

Balai Besar POM di 

Medan 

1 

Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap pemberian 
bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

86 93,04 108,19 91,10 82,60 90,67 92,3 97,2 105,31 93,40 98,5 105,46 98,60 98,39 99,79 

2 

Indeks kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
Pengawasan Obat dan 
Makanan 

71 70,9 99,86 71,00 64,67 91,08 72 79,95 111,04 73,00 82,72 113,32 82,80 87,54 105,72 

3 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik BPOM 

90,5 89,87 99,30 91,00 92,93 102,12 92 94,64 102,87 93,00 92,42 99,38 93,00 96,45 103,71 

Meningkatnya 

efektivitas 
pemeriksaan sarana 

obat dan makanan 
serta pelayanan 

1 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan 

85,00 83,90 98,71 85,00 82,41 96,95 86 78,18 90,91 87,00 84,07 96,63 87,00 90,92 104,51 
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Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

dan Indikator Kinerja 

Kegiatan  

2020 
% 

2021 
% 

2022 
% 

2023 
% 

2024 
% 

Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi 

publik di wilayah 
kerja Balai Besar 

POM di Medan 2 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

38,5 34,69 90,10 48,00 41,92 87,33 52 41,32 79,46 50,00 65,79 131,58 66,00 66,05 100,08 

3 
Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu 

85 97,42 114,61 94 94,57 100,61 96 95,96 99,96 98,00 98,65 100,66 100,00 98,18 98,18 

4 
Persentase sarana produksi 
Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

72,00 78,71 109,32 80,00 63,92 79,90 82 55,47 67,65 70,00 50,93 72,76 65,00 55,36 85,17 

5 
Persentase sarana distribusi 
Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

70,00 74,2 106,00 74,00 76,90 103,92 76 75,84 99,79 78,00 76,91 98,60 80,00 76,90 96,13 

6 Indeks Pelayanan Publik 3,51 3,84 109,40 4,02 3,92 97,51 4,07 4,67 114,74 4,55 4,68 102,86 4,75 4,97 104,63 

7 

Persentase UMKM yang 
memenuhi standar produksi 
pangan olahan dan/atau 
pembuatan OT dan 
Kosmetik yang baik 

            77,00 81,33 105,62 79,00 85,93 108,77 100,00 100,00 100,00 

8 

Persentase Keterlibatan 
UPT dalam Program 
Sediaan Farmasi Makanan 
Minuman Serta Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
Bidang Kesehatan di 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

                        95,00 84,23 88,66 

Meningkatnya 

efektivitas 

komunikasi, 
informasi, edukasi 

Obat dan Makanan 

di wilayah kerja 
Balai Besar POM di 

Medan 

1 

Tingkat efektifitas KIE Obat 
dan Makanan 89,21 93,91 105,27 94,00 94,41 100,44 95 94,07 99,02 97,00 96,56 99,55 97,40 97,42 100,02 

2 
Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) Aman 

16 16 100,00 40 40 100,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132 132,00 100,00 

3 
Jumlah desa pangan aman 

5 5 100,00 13 13 100,00 19 19 100,00 25 25 100,00 32 32,00 100,00 

4 
Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 5 5 100,00 12 12 100,00 18 18 100,00 23 23 100,00 29 29,00 100,00 

Meningkatnya 

efektivitas 
pemeriksaan produk 

1 
Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar 

90 97,87 108,74 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 
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Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

dan Indikator Kinerja 

Kegiatan  

2020 
% 

2021 
% 

2022 
% 

2023 
% 

2024 
% 

Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi Target  Realisasi 

dan pengujian Obat 
dan Makanan di 

masing–masing 

wilayah kerja UPT 

2 

Persentase sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

83 100 120,48 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 

Meningkatnya 
efektivitas 

penindakan 

kejahatan Obat dan 
Makanan di  

wilayah kerja Balai 

Besar POM di 
Medan 

1 

Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 
bidang Obat dan Makanan 

60,00 95,33 158,88 85,00 84,14 98,99 86,5 88,31 102,09 88,50 84,36 95,32 79,00 58,29 73,78 

Terwujudnya 

tatakelola 
pemerintahan Balai 

Besar POM di 

Medanyang optimal 

1 
Indeks RB Balai Besar POM 
di Medan 

85 66,34 78,05 70,30 70,27 99,96 72,8 79,68 109,45 75,30 73,66 97,82 85,00 85,53 100,62 

2 
Nilai AKIP Balai Besar POM 
di Medan 

81,00 69,78 86,15 80 77,24 96,55 80,2 75,47 94,10 81,70 78,87 96,54 80,00 79,74 99,68 

3 Nilai Pengelolaan Kearsipan                         87,71 95,39 108,76 

Terwujudnya SDM 

Balai Besar POM di 

Medan yang 
berkinerja optimal 

1 

Indeks Profesionalitas ASN 
Balai Besar POM di Medan 

75 83,07 110,76 83,50 84,50 101,20 83,75 84,41 100,79 84,00 89,09 106,06 91,04 86,69 95,22 

Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data 
dan informasi 

pengawasan obat 

dan makanan 

1 

Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat 
dan Makanan sesuai 
standar GLP 

85 74,8 88,00 77,00 79,20 102,86 82 84,2 102,68 87,00 84,51 97,14 88,33 89,49 101,31 

2 
Indeks pengelolaan data 
dan informasi Balai Besar 
POM di Medanyang optimal 

1,51 1,82 120,53 2,00 1,65 82,50 2,25 3 133,33 2,75 3 109,09 3,00 3,00 100,00 

Terkelolanya 

Keuangan Balai 
Besar POM di 

Medan secara 

Akuntabel 

1 

Nilai Kinerja Anggaran Balai 
Besar POM di Medan 93 89,72 96,47 90,06 89,91 99,83 91,20 90,13 98,83 91,80 89,89 97,92 90,40 92,58 102,41 

2 
Tingkat Efisiensi 
penggunaan anggaran UPT 

93,50 100,00 106,95 95,00 75,00 78,95                   

3 
Nilai Kualitas Pengelolaan 
Barang dan Jasa 

                        76,80 80,00 104,17 

4 
Nilai Pengelolaan Barang 
Milik Negara 

                        76,00 95,66 125,87 

5 
Presentase Realisasi 
Penggunaan Produk dalam 
Negeri 

                        60 66 110,60 
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Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja Balai Besar 

POM di Medan periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun 

demikian, Balai Besar POM di Medan selalu berupaya untuk memperbaiki capaian 

kinerjanya. Nilai Kinerja Balai Besar POM di Medan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

Gambar 3 Nilai Kinerja Balai Besar POM dI medan Tahun 2020-2024 

Berdasarkan grafik Nilai Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2020–2024, 

terlihat adanya fluktuasi capaian kinerja selama lima tahun terakhir. Pada tahun 

2020, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai sebesar 

105,64%, menandakan bahwa sebagian besar target telah terlampaui. Namun, pada 

tahun 2021 terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 96,08%, yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terjadi tren pemulihan yang positif. 

Nilai kinerja meningkat menjadi 102,98% pada tahun 2022 dan kembali naik ke 

103,98% di tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dan penyesuaian 

strategi dalam pelaksanaan program. Pada tahun 2024, nilai kinerja sedikit menurun 

menjadi 102,93%, namun masih menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui 

target. Secara keseluruhan, Balai Besar POM di Medan menunjukkan konsistensi 

dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dengan capaian kinerja yang berada 

di atas 100% selama tiga dari lima tahun terakhir. 

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Medan mengacu pada Sasaran Strategis 

yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di 

Medan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta 

infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM 

menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 

105,64%

96,08%

102,98%
103,98%

102,93%

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Kinerja Balai Besar POM di Medan
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(tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan 

learning and growth perspective. 

 

BPOM memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SS) dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai 

berikut: 

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat  

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan 

suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian 

(premarket evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), 

Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum.  Terdapat 5 (lima) indikator 

yaitu Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang 

memenuhi syarat, Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan, Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.  

 

Gambar 4 Trend Persentase Obat yang memenuhi syarat 

Nilai kinerja indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat menunjukkan tren 

stabil dan positif dengan nilai realisasi sebesar 92,8 di T1, sedikit menurun ke 

91,17 di T2 (turun 1,63 poin), lalu naik signifikan menjadi 99,00 di T3 (naik 7,83 

poin), sedikit turun di T4 menjadi 98,73 (turun 0,27 poin), dan kembali naik di T5 

menjadi 99,20 (naik 0,47 poin).  
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Gambar 5 Trend Persentase Makanan yang memenuhi syarat 

Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat mengalami fluktuasi 

dengan realisasi awal 80 di T1, naik tipis ke 80,37 di T2 (naik 0,37 poin), 

melonjak di T3 ke 94,31 (naik 13,94 poin), namun turun di T4 menjadi 84,66 

(turun 9,65 poin), dan turun lagi ke 83,92 di T5 (turun 0,74 poin). 

 

Gambar 6 Trend Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

Persentase Obat yang aman dan bermutu, realisasi T1 adalah 88,20, turun 

sedikit ke 87,74 di T2 (turun 0,46 poin), lalu naik ke 94,85 di T3 (naik 7,11 poin), 

turun tipis ke 94,61 di T4 (turun 0,24 poin), dan naik kembali menjadi 98,45 di T5 

(naik 3,84 poin).  
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Gambar 7 Trend Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

Pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu, realisasi T1 

adalah 50,80, naik ke 55,79 di T2 (naik 4,99 poin), melonjak ke 83,89 di T3 (naik 

28,10 poin), lalu naik lagi ke 88,24 di T4 (naik 4,35 poin), dan sedikit turun ke 

87,50 di T5 (turun 0,74 poin).  

 

Gambar 8 Tren Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 

Terakhir, indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (mulai 

dinilai dari T2) menunjukkan peningkatan signifikan dari 74,62 di T2 ke 86,57 di 

T3 (naik 11,95 poin), lalu naik ke 88,00 di T4 (naik 1,43 poin), dan kembali 

meningkat ke 90,91 di T5 (naik 2,91 poin). Secara umum, sebagian besar 

indikator menunjukkan tren positif, meskipun terdapat beberapa penurunan 

minor terutama pada aspek makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran 

terhadap kelima indikator kinerja tersebut didasarkan pada kerangka sampling 

acak dan targeted dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin 

edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan 

label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium. 
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2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

Terdapat 1(satu) indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, Indeks kesadaran 

masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu Pengetahuan, Sikap 

dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu 

kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan 

produk yang tidak kedaluwarsa. Nilai kinerja indikator kesadaran masyarakat 

menunjukkan capaian yang sangat baik secara keseluruhan.  

 

Gambar 9 Tren Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 
aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Medan 

Realisasi pada T1 sebesar 81,43 melampaui target 71 (naik 10,43 poin), namun 

mengalami penurunan pada T2 menjadi 74,07 (turun 7,36 poin). Setelah itu, 

terjadi peningkatan cukup besar di T3 menjadi 85,95 (naik 11,88 poin), dan terus 

meningkat ke 87,87 pada T4 (naik 1,92 poin), hingga mencapai 92,10 pada T5 

(naik 4,23 poin). Dengan nilai akhir sebesar 107,09 dan kategori “Tercapai”, 

indikator ini memperlihatkan tren kenaikan kesadaran masyarakat yang cukup 

kuat setelah penurunan sesaat di tahun kedua, yang kemungkinan disebabkan 

oleh faktor eksternal seperti keterbatasan kegiatan edukasi atau perubahan 

metode pengukuran pada saat itu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat 

dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, 

layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat 

dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan diukur dari 

dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur 

salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat 

yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan 

yang membahayakan kesehatan. Indikator Kinerja ini memiliki tren peningkatan 

realisasi. Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu baik per komoditi 

maupun secara nasional terus meningkat. Dapat disimpulkan bahwa selama 

tahun 2020 hingga 2023 pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPOM 
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melalui program komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) berhasil dengan “Baik” 

meski menghadapi berbagai macam kendala.  

 

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai 

Besar POM di Medan,  

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks 

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.   

 

Gambar 10 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan Makanan 

Untuk indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha, nilai realisasi dimulai dari 93,04 

di T1, kemudian mengalami penurunan tajam di T2 menjadi 82,60 (turun 10,44 

poin), dan naik signifikan ke 97,20 di T3 (naik 14,6 poin), dilanjutkan peningkatan 

tipis ke 98,50 di T4 (naik 1,3 poin), namun sedikit turun di T5 menjadi 98,39 (turun 

0,11 poin). Walaupun nilainya tinggi secara keseluruhan, fluktuasi awal membuat 

kategori akhirnya adalah "Tidak Tercapai".  

 

Gambar 11 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 
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Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan menunjukkan 

tren membaik, dari 70,90 di T1 turun ke 64,67 di T2 (turun 6,23 poin), namun 

kemudian meningkat berturut-turut ke 79,95 (naik 15,28 poin), 82,72 (naik 2,77 

poin), dan 87,54 (naik 4,82 poin) di T5, dengan nilai akhir 105,72 dan kategori 

"Tercapai".  

 

 

Gambar 12 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

Sementara itu, Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik juga mengalami 

peningkatan stabil: dari 89,87 di T1 naik ke 92,93 di T2 (naik 3,06 poin), lalu ke 

94,64 di T3 (naik 1,71 poin), turun tipis ke 92,42 di T4 (turun 2,22 poin), dan 

meningkat kembali ke 96,45 di T5 (naik 4,03 poin), menghasilkan nilai akhir 

103,71 dan kategori "Tercapai". Secara umum, dua dari tiga indikator 

menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, sedangkan satu indikator utama 

terkait pelaku usaha menunjukkan ketidakkonsistenan capaian meskipun 

angkanya tinggi. 

 

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar  POM di Medan 

Terdapat indikator kinerja yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Persentase UMKM yang memenuhi standar 

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan 

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan 

Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota.   
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Gambar 13 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 

Indikator keputusan hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi menunjukkan 

tren fluktuatif dengan nilai realisasi 83,90 di T1 turun ke 82,41 di T2 (turun 1,49 

poin), lalu turun lagi ke 78,18 di T3 (turun 4,23 poin), meningkat ke 84,07 di T4 

(naik 5,89 poin), dan naik lagi ke 90,92 di T5 (naik 6,85 poin).  

 

Gambar 14 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

Indiaktor Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

juga menunjukkan tren positif, dari 34,69 di T1 naik ke 41,92 di T2 (naik 7,23 

poin), sedikit turun di T3 ke 41,32 (turun 0,6 poin), lalu naik tajam ke 65,79 di T4 

(naik 24,47 poin), dan stabil naik ke 66,05 di T5 (naik 0,26 poin).  

 

 

Gambar 15 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 
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Sementara penyelesaian sertifikasi tepat waktu berada di angka tinggi dari awal, 

dengan realisasi 97,42 di T1, turun tipis ke 94,57 di T2 (turun 2,85 poin), lalu naik 

menjadi 95,96 di T3 (naik 1,39 poin), naik lagi ke 98,65 di T4 (naik 2,69 poin), dan 

turun sedikit ke 98,18 di T5 (turun 0,47 poin), meski tetap tidak mencapai target 

akhir. 

 

Gambar 16 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

Sarana produksi yang memenuhi ketentuan mengalami penurunan cukup besar 

dari 78,71 di T1 ke 63,92 di T2 (turun 14,79 poin), dan kembali turun drastis ke 

55,47 di T3 (turun 8,45 poin), terus menurun ke 50,93 di T4 (turun 4,54 poin), dan 

naik tipis ke 55,36 di T5 (naik 4,43 poin).  

 

Gambar 17 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

Demikian pula, sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sempat naik dari 74,2 

di T1 ke 76,90 di T2 (naik 2,7 poin), sedikit turun ke 75,84 di T3 (turun 1,06 poin), 

lalu naik ke 76,91 di T4 (naik 1,07 poin), dan stabil di angka 76,90 di T5 (turun 

0,01 poin).  
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Gambar 18 Tren Indeks Pelayanan Publik 

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik menunjukkan peningkatan terus-menerus 

dari 3,84 di T1 ke 3,92 di T2 (naik 0,08), 4,67 di T3 (naik 0,75), 4,68 di T4 (naik 

0,01), dan 4,97 di T5 (naik 0,29), menunjukkan progres pelayanan yang positif.  

 

 

Gambar 19  Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 
pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi mulai diukur dari T3 dengan 

nilai 81,33, naik ke 85,93 di T4 (naik 4,6 poin), dan stabil di 100,00 di T5 (naik 

14,07 poin). Terakhir, keterlibatan UPT dalam program pemberdayaan 

masyarakat hanya dinilai di T5 dengan nilai 84,23 dari target 95, yang membuat 

indikator ini tidak tercapai. Secara keseluruhan, indikator pelayanan publik dan 

tindak lanjut pengawasan menunjukkan peningkatan signifikan, sementara 

indikator terkait kepatuhan sarana produksi dan distribusi menunjukkan 

penurunan dan menjadi perhatian untuk perbaikan selanjutnya 

 

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, 

Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan, 

Terdapat indikator kinerja yaitu, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Jumlah 

desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.  
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Gambar 20 Tren Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan tren 

peningkatan yang konsisten dan stabil, dengan realisasi sebesar 93,91 di T1, naik 

menjadi 94,41 di T2 (naik 0,50 poin), sedikit turun ke 94,07 di T3 (turun 0,34 poin), 

kemudian naik kembali menjadi 96,56 di T4 (naik 2,49 poin), dan mencapai 97,42 

di T5 (naik 0,86 poin). Seluruh target tahunan berhasil dilampaui, menghasilkan 

nilai kinerja akhir 100,02 dengan kategori "Tercapai".  

Sementara itu, indikator kuantitatif lainnya seperti jumlah sekolah PJAS Aman, 

jumlah desa pangan aman, dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 

masing-masing menunjukkan peningkatan realisasi secara bertahap dari tahun ke 

tahun tanpa ada deviasi atau selisih negatif, selalu tepat sasaran terhadap target 

yang ditetapkan. Setiap tahunnya, ketiga indikator tersebut mengalami kenaikan 

berturut-turut: sekolah PJAS Aman dari 16 (T1) menjadi 132 (T5), desa pangan 

aman dari 5 menjadi 32, dan pasar pangan aman dari 5 menjadi 29. Dengan 

capaian 100% terhadap target di tiap tahun, ketiganya juga memperoleh nilai 

kinerja akhir 100,00 dan dikategorikan "Tercapai". Hal ini mencerminkan 

efektivitas komunikasi dan edukasi publik yang sangat baik serta menunjukkan 

keberhasilan Balai Besar POM di Medan dalam menjangkau dan memberdayakan 

masyarakat secara luas melalui pendekatan berbasis sekolah, desa, dan pasar. 

 

6. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja UPT  

Terdapat dua Indikator kinerja yaitu, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar. Indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar menunjukkan peningkatan signifikan dari 97,87% di T1 menjadi 100% di 

T2 (naik 2,13 poin), dan kemudian bertahan stabil di angka 100% hingga T5. 

Sementara itu, indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar bahkan telah mencapai nilai sempurna sejak T1, yaitu 100%, dan 

terus dipertahankan tanpa penurunan hingga T5. Dengan nilai kinerja akhir 

masing-masing 100,00 dan kategori "Tercapai", kedua indikator mencerminkan 
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efektivitas pelaksanaan pengujian yang optimal dan konsisten, serta 

mencerminkan pemenuhan standar yang sangat baik oleh UPT di wilayah kerja 

Balai Besar POM di Medan 

 

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan,  

Terdapat indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di 

Bidang Obat dan Makanan. Indikator ini menunjukkan dinamika kinerja yang 

cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir.  

 

Gambar 21 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

Pada T1, capaian realisasi sangat tinggi yaitu 95,33% dari target 60% (surplus 

35,33 poin). Namun, pada T2 terjadi penurunan ke 84,14% meskipun target naik 

menjadi 85% (turun 11,19 poin dari tahun sebelumnya). T3 mengalami kenaikan 

tipis menjadi 88,31% (naik 4,17 poin), tetapi kembali menurun ke 84,36% di T4 

(turun 3,95 poin), dan pada T5 mengalami penurunan signifikan ke angka 58,29% 

(turun 26,07 poin), jauh di bawah target 79%. Secara keseluruhan, kinerja 

indikator ini mengalami tren penurunan dengan nilai akhir 73,78, dan 

dikategorikan "Tidak Tercapai". Penurunan drastis pada T5 menjadi sinyal penting 

bahwa efektivitas penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan perlu 

evaluasi mendalam serta penguatan strategi penegakan hukum. 

 

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM 

di Medan yang optimal 

Terdapat indikator kinerja yaitu Indeks RB Balai Besar POM di Medan dan Nilai 

AKIP Balai Besar POM di Medan dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Nilai realisasi 

Indeks RB Balai Besar POM di Medan menunjukkan tren fluktuatif dengan 

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.  
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Gambar 22 Tren Indeks RB Balai Besar POM di Medan 

Pada T1 tercatat sebesar 66,34 dan naik menjadi 70,27 di T2, kemudian 

meningkat signifikan menjadi 79,68 pada T3. Namun, pada T4 mengalami 

penurunan menjadi 73,66 sebelum akhirnya melonjak pada T5 dengan capaian 

85,53. Dengan nilai akhir sebesar 100,62, indikator ini masuk kategori tercapai.  

 

 

Sementara itu, Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan juga mengalami kenaikan 

dari 69,78 pada T1 menjadi 77,24 di T2, namun sempat menurun pada T3 ke 

angka 75,47. Nilai tersebut kembali naik di T4 menjadi 78,87 dan sedikit 

meningkat di T5 sebesar 79,74. Meskipun tren menunjukkan perbaikan, capaian 

akhir sebesar 99,68 dinyatakan belum tercapai. Adapun Nilai Pengelolaan 

Kearsipan hanya tersedia pada T5 dengan nilai realisasi sebesar 95,39 dari target 

87,71, menghasilkan nilai kinerja sebesar 108,76 yang termasuk kategori 

tercapai. Secara keseluruhan, dua dari tiga indikator menunjukkan peningkatan 

dan keberhasilan dalam capaian target.  Secara umum, mayoritas indikator dalam 

program ini menunjukkan tren peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, dengan 

dua indikator berhasil memenuhi target secara optimal. 
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9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Medan yang 

berkinerja optimal,  

Terdapat indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Medan. 

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas 

ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan 

pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN 

diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, 

pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu: Dimensi Kualifikasi, Kinerja, 

Kompetensi, dan Disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun 

terakhir kualitas ASN BPOM masuk dalam kategori tinggi berdasarkan 

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan 

tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Medan 

menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada akhirnya 

belum berhasil mencapai target secara keseluruhan.  

 
Gambar 23 Tren Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Medan 

Pada T1, realisasi berada pada angka 83,07 dari target 75. Nilai ini meningkat di 

T2 menjadi 84,50 dan tetap stabil di T3 dengan realisasi 84,41. Selanjutnya, 

capaian terus meningkat di T4 sebesar 89,09 dan sedikit menurun di T5 menjadi 

86,69 dari target 91,04. Meskipun capaian realisasi tiap tahun terbilang tinggi, 

akumulasi nilai kinerja hanya mencapai 95,22, yang termasuk dalam kategori 

“Tidak Tercapai.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara tahunan ada 

perbaikan, belum cukup untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

secara menyeluruh. 

 

10. Sasaran Kegiatan 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat dan Makanan 

Terdapat indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 

Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan 

informasi Balai Besar POM di Medan yang optimal. Persentase Pemenuhan 

Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Indikator ini 
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menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak seluruh 

realisasi melebihi target tahunan.  

 
Gambar 24 Tren Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

Pada T1, capaian sebesar 74,8 masih berada di bawah target 85. Namun, sejak 

T2 hingga T5, realisasi terus meningkat dan mendekati atau melampaui target, 

yaitu masing-masing 79,20 (target 77), 84,2 (target 82), 84,51 (target 87), dan 

89,49 (target 88,33). Kinerja akhir indikator ini tercatat sebesar 101,31, yang 

berarti “Tercapai.” Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit deviasi pada 

awal tahun, secara keseluruhan laboratorium telah memenuhi standar GLP 

dengan baik. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Medan 

yang Optimal Indikator ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola 

data dan informasi.  

 
Gambar 25 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Medan yang 

optimal 

Realisasi indeks naik dari 1,82 (target 1,51) pada T1 menjadi 3,00 pada T3 hingga 

T5, melampaui seluruh target yang telah ditetapkan. Target bertahap yang semula 

dimulai dari 2,00 hingga mencapai 3,00 di T5 berhasil dilampaui dengan 

konsisten. Nilai akhir kinerja tercatat 100,00, menunjukkan bahwa pengelolaan 

data dan informasi telah mencapai target secara optimal dan masuk dalam 

kategori “Tercapai.” Hal ini mencerminkan perbaikan sistematis dalam kapasitas 

dan tata kelola informasi di Balai Besar POM di Medan 
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11. Sasaran Kegiatan 11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan 

secara Akuntabel  

Terdapat indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar  POM di 

Medan dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Medan. Nilai 

kinerja anggaran (NKA) merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan 

terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA 

dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART 

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kualitas Pengelolaan 

Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Presentase 

Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.  Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar 

POM di Medan, Indikator ini menunjukkan capaian yang relatif stabil dan 

mendekati target di setiap tahunnya.  

 

 
Gambar 26 Tren Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan 

Pada T1 hingga T4, realisasi nilai kinerja anggaran berada sedikit di bawah target: 

89,72 (dari 93), 89,91 (dari 90,06), 90,13 (dari 91,20), dan 89,89 (dari 91,80). 

Namun, pada T5, terjadi peningkatan capaian menjadi 92,58 dari target 90,40. 

Nilai akhir kinerja indikator ini mencapai 102,41, sehingga masuk dalam kategori 

“Tercapai.” Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan 

mendekati standar optimal di Balai Besar POM Medan. 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT  untuk indikator ini hanya tersedia 

pada T1 dan T2, di mana realisasi pada T1 adalah 100,00 dari target 93,50, 

sedangkan pada T2 terjadi penurunan cukup signifikan, yaitu realisasi hanya 

75,00 dari target 95,00. Meskipun nilai kinerjanya tidak ditampilkan secara 

keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya fluktuasi efisiensi penggunaan 

anggaran, yang perlu dianalisis lebih lanjut terutama pada tahun kedua yang 

menunjukkan ketidakefisienan. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 

Indikator ini hanya tersedia pada T5, dengan target 76,80 dan realisasi 80,00. 

Nilai akhir kinerja sebesar 104,2 menunjukkan capaian yang “Tercapai.” Hal ini 
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mencerminkan bahwa kualitas dalam proses pengadaan barang dan jasa telah 

melampaui target yang ditetapkan. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

Pada indikator ini juga hanya tersedia data T5 dengan target 76,00 dan realisasi 

95,66. Capaian ini sangat tinggi dengan nilai kinerja akhir 125,9, yang berarti 

“Tercapai.” Ini mengindikasikan pengelolaan BMN yang sangat baik di tahun 

tersebut, bahkan melampaui ekspektasi kinerja yang ditetapkan. Persentase 

Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 

Indikator ini mencerminkan komitmen terhadap penggunaan produk dalam negeri. 

Pada T5, dari target 60%, realisasi mencapai 66%, sehingga nilai kinerja tercatat 

110,6, dan dikategorikan “Tercapai.” Hal ini menunjukkan dukungan Balai Besar 

POM Medan terhadap kebijakan nasional dalam mendukung industri dalam negeri 

melalui pengadaan barang dan jasa. 

 

1.1.2  Aspirasi Stakeholder 

Dalam menyikapi berbagai tantangan di masa mendatang, Balai Besar POM di 

Medan menyadari bahwa penguatan pengawasan obat dan makanan merupakan 

langkah strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan 

strategis yang terus berubah, baik karena pengaruh globalisasi, kemajuan 

teknologi, maupun dinamika sosial dan ekonomi, menuntut respons yang adaptif. 

Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk aspirasi dan masukan 

menjadi sangat krusial. Partisipasi ini tidak hanya membantu mengidentifikasi 

kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemampuan 

BBPOM di Medan dalam merespon perubahan secara cepat, tepat, dan 

berkelanjutan. 

Pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan aktivitas yang bersifat 

dinamis dan memerlukan pendekatan inovatif yang terus diperbarui sesuai 

perkembangan zaman. Aspirasi masyarakat menjadi dasar penting dalam 

perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, terutama dalam 

menghadapi isu-isu kesehatan yang bersifat mendesak. Dengan melibatkan suara 

publik, BBPOM di Medan dapat merancang strategi yang tidak hanya berfokus 

pada keamanan pangan dan pengendalian distribusi obat-obatan, tetapi juga 

menjamin ketersediaan produk kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat. 

Masukan dari masyarakat juga memberikan wawasan berharga tentang dampak 

perubahan lingkungan, seperti transformasi digital dan pergeseran struktur 

demografi, terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Dengan memahami hal 

ini, BBPOM di Medan dapat menyempurnakan kebijakan dan metode 

pengawasannya agar tetap relevan di era modern. Oleh karena itu, keterlibatan 

aktif masyarakat sangat diharapkan dalam proses penjaringan aspirasi ini. Setiap 

pendapat yang disampaikan akan menjadi pertimbangan penting dalam 

penyusunan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029. Kolaborasi yang kuat 

antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi fondasi pengawasan obat dan 

makanan yang tidak hanya berstandar internasional, tetapi juga sesuai dengan 

kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. 
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Gambar 27 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat 

 

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan masukan dari masyarakat yang diterima 

oleh Balai Besar POM di Medan, terdapat berbagai isu yang menjadi perhatian 

utama masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan. Dua klaster terbesar 

berasal dari permintaan sosialisasi tentang BPOM serta pengawasan menyeluruh, 

masing-masing sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih 

memerlukan peningkatan pemahaman mengenai peran dan fungsi BPOM, 

sekaligus mengharapkan peningkatan intensitas serta cakupan pengawasan di 

lapangan.  Selanjutnya, saran terkait masa kedaluwarsa produk menempati 

urutan ketiga dengan 10%, disusul oleh sosialisasi dan komunikasi informasi serta 

edukasi (KIE) sebesar 9%. Kedua aspek ini mencerminkan tingginya perhatian 

masyarakat terhadap keamanan dan informasi produk yang beredar.  Masukan 

lain yang juga cukup sering muncul meliputi pengawasan pangan (7%), 

keamanan produk (7%), dan izin edar (6%), yang menandakan masyarakat masih 

memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan telah 

melalui proses perizinan resmi.  Sementara itu, saran yang berkaitan dengan 

pengawasan obat (4%), pengawasan kosmetik (2%), serta pengawasan pangan 

jajanan anak sekolah (PJAS) sebesar 1% menunjukkan adanya perhatian 

terhadap kelompok produk tertentu, walaupun dengan proporsi yang lebih kecil. 

 

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap aspek edukasi, pengawasan, dan jaminan 

keamanan produk. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di 
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Medan untuk memperkuat kegiatan sosialisasi, komunikasi risiko, serta 

pengawasan lintas sektor secara berkelanjutan. 

Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pengawasan, masyarakat tidak 

hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan 

keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Peran masyarakat sebagai 

konsumen yang cerdas sangat menentukan keberhasilan sistem pengawasan, 

karena kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih produk akan membantu 

mencegah peredaran obat dan makanan yang berisiko. Oleh karena itu, aspirasi 

dan partisipasi masyarakat merupakan komponen yang harus diperhitungkan 

secara serius dalam proses perencanaan program pengawasan yang dijalankan 

oleh BBPOM di Medan. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Dalam menyusun Renstra Balai Besar POM di Medan 2025-2029, memahami 

potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi 

pengawasan Obat dan Makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga 

responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai Besar POM di 

Medan sebagai UPT BPOM, ikut bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan 

mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Sumatera Utara secara 

khusus dan di Indonesia. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan 

yang muncul (emerging diseases), yang memerlukan kesiapsiagaan dan 

responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.  

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BPOM menghadapi serangkaian potensi 

dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan 

perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan 

fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh 

Balai Besar POM di Medan pada periode 2025 - 2029.  Melalui pendekatan ini, 

dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, 

serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan 

strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam 

menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat. Berikut 

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta identifikasi isu 

internal dan isu eksternal untuk mendukung kinerja Balai Besar POM di Medan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam renstra Balai Besar 

POM di Medan 2025-2029. 

 

1.2.1 Kekuatan (Strenght) 

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang 

dimiliki Balai Besar POM di Medan, dapat membantu memahami dan mengevaluasi 

sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di 

Medan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan 

ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi 

dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan 

strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Medan di masa depan. 
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Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Medan, yang 

merupakan asset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya: 

a. Komitmen dalam Reformasi Birokrasi yang kuat 

Balai Besar POM di Medan berkomitmen melaksanakan pengawasan Obat 

dan Makanan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya 

saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai 

dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten 

dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan 

dengan capaian Indeks RB BPOM dalam periode 2020-2024 yang terus 

meningkat  

 

 
Gambar 28 Nilai Indeks RB Balai Besar POM di Medan 

Pelaksanaan komitmen ini hadir dengan menunjukan kinerja Reformasi 

Birokrasi yang semakin baik setiap tahunnya dengan terus berinovasi serta 

melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai bagian tak terpisahkan 

dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang 

ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan output yang nyata. 

Meskipun sampai tahun 2024 Balai Besar POM di Medan belum berhasil 

mendaptkan predikat WBK namun di tahun kedepan dengan melihat 

peningkatan nilai tersebut Balai Besar POM di Medan yakin akan 

mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang.  Pada tahun 

2020-2024, Balai Besar POM di Medan mendapat beberapa penghargaan 

sebagai salah satu bukti apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di 

Medan, antara lain: 

1. Penghargaan peringkat pertama satker dalam pengelolaan uang 

persediaan Kartu  Kredit Pemerintah (KKP) dari Kementerian Keuangan 

pada tahun 2022 

2. Penghargaan peringkat ke-V penerapan Cashless Society Terbaik K/L 

Tingkat wilayah dari DJPB Sumatera Utara tahun 2023 

66,34
70,27

79,68
73,66

85,53

2020 2021 2022 2023 2024

Nilai Indeks RB Balai Besar POM di Medan
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3. Penghargaan sebagai peringkat kedua dalam Penyampaian LPJ 

Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi SAKTI tahun 2023 dari Direktorat 

Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan 

4. Peringkat kedua penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2023 

Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan 

5. Peringkat 3 wilayah Barat Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

untuk Pasar Gelugur Kab. Labuhan Batu Tahun 2023 

6. Apresiasi atas inovasi aplikasi Pengujian SIAP SIAGA Pelacakan Sampel 

Pihak ke-3 bahwa inovasi direplikasi di tingkat nasional pada tahun 2024 

7. Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Medan yang berhasil meraih 

Penghargaan Juara II dalam lomba Penerapan Sistem Mutu Good 

Laboratory Practice (GLP) di Lingkungan Badan POM RI Tahun 2024 

8. Finalis Terbaik Lomba Inovasi Teknologi Pengujian Obat Dan Makanan 

Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian 

Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM. Lomba “Leading the 

Way”: Inovasi Pengembangan Metode Analisa Obat dan Makanan” 

9. Juara III Regional Terbaik Penghargaan UPT dengan Implementasi 

Regionalisasi Terbaik tahun 2024 

10. Peringkat III Penilaian UPP dengan realisasi 4,97 (Pelayanan Prima) 

pada tahun 2024 yang diberikan oleh Badan POM RI 

 

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Loyal 

Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di 

wilayah Sumatera Utara, Balai Besar POM di Medan menempatkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) sebagai aset strategis yang memegang peranan 

penting dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan integritas lembaga.  

Balai Besar POM di Medan Medan sebanyak 144 orang dengan jumlah 

pegawai eksisting saat ini 120 orang (Data SIASN Per 01 Desember 2024). 

Persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Medan sampai dengan 

saat ini 83,33%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 24 orang. Pada 

Tahun 2024 

 

Gambar 1.3 Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Medan v.s Jumlah Eksisting 
(Data SIASN per Juli 2024) 

 

Pada tahun 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar 

POM di Medan adalah 128 Pegawai yang terdiri dari 128 PNS dan 20 PPPK, , 

dengan rincian seperti pada tabel 2 
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Tabel 2 Jumlah dan Distribusi SDM Balai Besar POM di Medan 

No UPT S2 Apt 
S1 
Bio 

S1 D3 SLTA Total 
Jumlah 
PFM* 

Jumlah 
Fungsional 

Lain* 
Pelaksana 

1 Kepala 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 Bagian TU 1 1 0 12 7 2 23 0 14 8 

3 
Fungsi 
Pengujian 

3 15 9 19 3 2 51 48 0 3 

4 
Fungsi 
Pemeriksaa
n 

3 9 1 10 2 4 29 25 0 4 

5 
Fungsi 
Penindakan 

3 5 1 3 0 0 12 11 0 1 

6 

Fungsi 
Informasi 
dan 
Komunikasi 

2 1 1 6 2 0 12 9 2 1 

  TOTAL 13 31 12 50 14 8 128 93 16 17 

 

SDM Balai Besar POM di Medan  secara berkelanjutan dibekali dengan 

pelatihan teknis dan manajerial melalui program pengembangan kompetensi 

yang diselenggarakan oleh Badan POM maupun kerja sama dengan instansi 

lainnya. Kompetensi pegawai diperkuat melalui partisipasi dalam berbagai 

kegiatan seperti Bimtek pengujian laboratorium, pelatihan inspeksi sarana 

distribusi dan produksi, sertifikasi auditor, hingga peningkatan kapasitas di 

bidang digitalisasi pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 Distribusi tingkat Penidikan Pegawai BBPOM di Medan 
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Mereka secara berkelanjutan dibekali dengan pelatihan teknis dan manajerial 

melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh 

Badan POM maupun kerja sama dengan instansi lainnya. Kompetensi 

pegawai diperkuat melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan seperti Bimtek 

pengujian laboratorium, pelatihan inspeksi sarana distribusi dan produksi, 

sertifikasi auditor, hingga peningkatan kapasitas di bidang digitalisasi 

pengawasan. Selain itu, pembinaan etika, integritas, dan pelayanan prima 

juga menjadi perhatian utama dalam menciptakan aparatur yang tidak hanya 

cakap secara teknis, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai pelayanan publik 

yang bersih dan akuntabel. Di sisi lain, loyalitas SDM BBPOM di Medan 

tercermin dari tingginya dedikasi dalam pelaksanaan tugas, bahkan dalam 

situasi darurat seperti masa pandemi, bencana alam, maupun kegiatan 

pengawasan terpadu lintas wilayah. Pegawai menunjukkan komitmen yang 

tinggi dalam menjaga reputasi lembaga, menyukseskan program nasional, 

serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan dukungan SDM 

yang kompeten, berdedikasi, dan loyal, BBPOM di Medan mampu menjadi 

institusi yang responsif, adaptif, serta siap menjawab tantangan dalam sistem 

pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks dan dinamis 

 

c. Komitmen Balai Besar POM di Medan dalam Mewujudkan Birokrasi 

Digital melalui SPBE 

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Balai Besar POM di Medan 

berkomitmen kuat dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE). Komitmen ini tercermin melalui berbagai langkah 

strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta 

pengembangan inovasi digital di seluruh lini pelayanan dan pengawasan. 

Transformasi menuju birokrasi digital di lingkungan BBPOM di Medan 

diwujudkan dengan digitalisasi proses bisnis, mulai dari sistem pengelolaan 

administrasi perkantoran, pengawasan obat dan makanan, layanan 

pengaduan masyarakat, hingga pelaporan kinerja. Pelaksanaan SPBE Balai 

Besar POM di Medan merupakan bagian dari implementasi kebijakan internal 

tata kelola SPBE BPOM. Penerapan SPBE dilaksanakan melalui digitalisasi 

layanan perkantoran dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis TIK. 

Digitaliasi layanan perkantoran dilaksanakan tidak hanya pada pelaksanaan 

tugas teknis, namun juga terhadap administrasi manajemen perkantoran. 

Sedangkan digitaliasasi layanan publik, pemanfaatnya memberikan 

kemudahan kepada masyarakat provinsi Sumatera Utara terhadap akses atas 

informasi pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, digitaliasasi layanan 

publik juga memberikan dampak positif untuk pengembangan dan perbaikan 

berkelanjutan atas layanan yang diberikan melalui pengisian survei kepuasan 

masyarakat 
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d. Infrastruktur Pengujian BBPOM Medan yang Unggul dan Terakreditasi 

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki peran 

strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk obat dan 

makanan yang beredar di masyarakat, Balai Besar POM di Medan didukung 

oleh infrastruktur laboratorium pengujian yang unggul dan telah terakreditasi 

secara nasional. Laboratorium BBPOM di Medan telah memperoleh akreditasi 

ISO/IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan memperoleh 

sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026 yang 

menjadi standar internasional dalam memastikan kompetensi teknis dan 

validitas hasil pengujian. Akreditasi ini merupakan bukti komitmen lembaga 

dalam menyediakan layanan pengujian yang andal, akurat, dan diakui secara 

luas. Balai Besar POM di Medan telah mengadopsi teknologi terkini baik 

dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. 

Investasi pada  peralatan laboratorium modern  antara lain: ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy), GC-MS/MS (Gas 

Chromatography with Tandem Mass Spectrometry), RT-PCR (Real time - 

Polymerase Chain Reaction), Isolator dan LC-MS/MS QTOF (Liquid 

Chromatography Mass Spectrometry- Quadrupole Time of Flight) denga d 

idukung oleh peralatan laboratorium yang modern dan canggih, BBPOM di 

Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Sistems (URS) dalam 

pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 

dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 

2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 

9001:2015, laboratorium BBPOM Medan mampu melakukan berbagai jenis 

pengujian terhadap produk obat, pangan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan 

bahan berbahaya. Pengujian mencakup aspek fisik, kimia, mikrobiologi, serta 

cemaran dan bahan tambahan berbahaya yang dapat membahayakan 

kesehatan konsumen. Selain dari sisi teknis, laboratorium BBPOM Medan 

juga didukung oleh SDM analis dan teknisi laboratorium yang kompeten, 

bersertifikat, dan secara rutin mengikuti pelatihan serta uji profisiensi. Hal ini 

memastikan bahwa setiap proses pengujian dilakukan sesuai prosedur mutu 

dan menghasilkan data yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan 

pengawasan dan penindakan. Infrastruktur laboratorium yang unggul ini telah 

menjadi salah satu kekuatan utama BBPOM di Medan dalam melaksanakan 

pengawasan berbasis bukti (evidence-based surveillance), merespons cepat 

terhadap produk bermasalah, serta memberikan dukungan ilmiah dalam 

kasus darurat seperti temuan produk ilegal, kasus keracunan pangan, hingga 

pengujian terhadap sampel pengawasan rutin dan terpadu lintas sektor. 

Dengan komitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu layanan 

laboratorium, BBPOM di Medan siap menghadapi tantangan pengawasan 

yang semakin kompleks dan mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan 

sistem pengawasan obat dan makanan yang kredibel, transparan, dan 

terpercaya.  
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e. Konsistensi Balai Besar POM di Medan dalam mendorong peran serta 

masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Obat dan Makanan 

Dalam rangka mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif, 

inklusif, dan berkelanjutan, Balai Besar POM di Medan secara konsisten 

mendorong peran serta aktif masyarakat dan pelaku usaha. Pengawasan 

tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan 

seluruh elemen sebagai bagian dari sistem pengawasan yang partisipatif. Di 

tingkat masyarakat, BBPOM di Medan membangun kesadaran dan literasi 

melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung 

maupun digital. Kegiatan ini menjangkau berbagai segmen, mulai dari 

konsumen umum, pelajar, tokoh masyarakat, hingga komunitas berbasis 

lokal. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

mengenali produk aman, membaca label, serta memahami hak dan 

kewajiban sebagai konsumen. Selain itu, BBPOM di Medan juga 

mengembangkan kader keamanan pangan, serta mendorong komunitas 

untuk berperan sebagai mitra pengawasan berbasis komunitas melalui 

kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan pengawasan pasar 

tradisional. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi 

penerima informasi, tetapi juga pelaku utama dalam menciptakan lingkungan 

yang sadar pangan aman. Di sisi lain, untuk pelaku usaha—terutama sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—BBPOM di Medan memberikan 

dukungan intensif melalui pembinaan teknis, bimbingan sertifikasi, fasilitasi 

izin edar, serta pelatihan keamanan pangan. Pendekatan ini diarahkan agar 

pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang tidak hanya aman dan 

bermutu, tetapi juga memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Hal 

ini juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar 

nasional dan global. 

 

Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, BBPOM di 

Medan membangun ekosistem pengawasan yang lebih kuat dan berdaya. 

Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan 

masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan obat dan makanan yang 

responsif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan publik.  

 

f. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Publik 

yang Efektif 

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar 

POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat 

mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan.Ruangan 

yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik 

dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara 

bertahap, hingga tahun 2024 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 

3.312,4 m2 diatas tanah seluas 5.953m2.  Fasilitas pelayanan yang 

disediakan BBPOM di Medan, seperti ruang pelayanan terpadu, laboratorium 
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pengujian yang representatif, ruang edukasi publik, ruang konsultasi pelaku 

usaha, serta sarana pendukung disabilitas dan resposif gender terus 

ditingkatkan agar sesuai dengan standar pelayanan publik dan prinsip 

inklusivitas. Selain itu, ruang kerja pegawai, area penyimpanan sampel, serta 

gudang logistik juga secara berkala dilakukan penataan ulang dan 

modernisasi guna mendukung efisiensi kerja. Selain aspek fisik dan digital, 

perhatian juga diberikan pada pemeliharaan rutin dan tata kelola aset agar 

infrastruktur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan 

berkelanjutan. Seluruh peningkatan infrastruktur dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, keberlanjutan, serta kebutuhan 

aktual pelayanan publik dan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. 

 

Dengan infrastruktur yang memadai dan terus ditingkatkan, BBPOM di Medan 

memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat, 

pelaku usaha, maupun mitra kerja dilakukan dalam suasana yang profesional, 

nyaman, serta mendukung pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan 

berorientasi pada kepuasan pengguna layana 

 

g. Kewenangan regulasi dan kapasitas pengawasan yang kuat 

Balai POM d Medan diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka 

regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas 

pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini tidak hanya memberikan 

Balai Besar POM di Medan kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi 

juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi 

kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini 

memungkinkan Balai Besar POM di Medan untuk secara efektif melakukan 

pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang 

beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang 

ditetapkan. 

Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai Besar POM di Medan 

dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen 

lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-

menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Medan 

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan 

efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan 

makanan 

 

1.2.2 Kelemahan (Weakness) 

Seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya tantangan dalam pengawasan 

obat dan makanan, Balai Besar POM di Medan menyadari bahwa masih terdapat 

sejumlah aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang membutuhkan 

perhatian serius. Meskipun berbagai upaya penguatan telah dilakukan, tidak dapat 

dipungkiri bahwa terdapat beberapa area yang menunjukkan keterbatasan atau 

kelemahan struktural dan operasional yang berpotensi menghambat efektivitas dan 



41 

 

efisiensi kerja organisasi. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan ini menjadi 

langkah penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), 

guna memastikan bahwa Balai Besar POM di Medan tetap adaptif, responsif, dan 

profesional dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan 

yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Berikut adalah kelemahan Balai 

Besar POM di Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya: 

 

a. Keterbatasan Kapasitas Parameter Uji Laboratorium BBPOM di Medan 

Laboratorium pengujian merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung 

efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sebagai unit pelaksana teknis 

Badan POM di wilayah Sumatera Utara, Balai Besar POM di Medan telah 

memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi dan dilengkapi dengan 

berbagai instrumen modern. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat 

keterbatasan kapasitas pengujian terhadap sejumlah parameter uji tertentu 

yang dibutuhkan oleh stakeholder, baik dari masyarakat, instansi pemerintah, 

maupun pelaku usaha. Beberapa parameter uji spesifik—khususnya yang 

bersifat sangat teknis, membutuhkan metode khusus, atau instrumen 

berbiaya tinggi—belum sepenuhnya dapat dilayani oleh laboratorium BBPOM 

di Medan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan 

sumber daya alat, kebutuhan akan validasi metode uji baru, serta 

ketersediaan tenaga analis yang memiliki kompetensi untuk pengujian 

parameter tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan 

terhadap laboratorium pusat atau laboratorium mitra lainnya di luar daerah, 

yang dapat memengaruhi kecepatan respon pengawasan dan efisiensi 

pelayanan. Selain itu, keterbatasan ini juga dapat berdampak pada 

pemenuhan permintaan pengujian dari pelanggan eksternal yang 

membutuhkan layanan parameter tertentu secara cepat dan lokal. Oleh 

karena itu, pemenuhan kapasitas pengujian terhadap parameter-parameter 

yang belum tersedia menjadi salah satu agenda prioritas pengembangan 

laboratorium ke depan. Hal ini meliputi perencanaan pengadaan alat, 

peningkatan kompetensi SDM, validasi dan verifikasi metode uji baru, serta 

penguatan sistem manajemen mutu laboratorium. Dengan peningkatan 

kapasitas ini, BBPOM di Medan diharapkan dapat memperluas cakupan 

layanannya, meningkatkan kecepatan dan akurasi respon pengawasan, serta 

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perlindungan kesehatan 

masyarakat melalui pengujian yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah. 

 

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. 

Namun demikian, Balai Besar POM di Medan masih menghadapi berbagai 

keterbatasan dalam hal kuantitas, distribusi, dan kompetensi SDM, yang 

dapat memengaruhi efektivitas pelayanan dan pengawasan yang dilakukan. 

Secara kuantitas, jumlah pegawai yang tersedia saat ini belum sebanding 
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dengan beban kerja yang terus meningkat, terutama dalam pelaksanaan 

tugas pengawasan di wilayah Sumatera Utara yang memiliki luas geografis 

dan jumlah sarana yang cukup tinggi.   

 

Tabel 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja 

No  Jabatan  ABK  

Jumlah 

Pegawai  

Formasi CASN  BUP  

Gap  CPNS  PPPK  2025  2026  2027  2028  2029  

1 

Kepala Balai Besar POM 

di Medan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 

Kepala Bagian Tata 

Usaha pada Balai Besar 

POM di Medan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Analis Pengelolaan 

Keuangan APBN Ahli 

Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 

Analis Pengelolaan 

Keuangan APBN Ahli 

Muda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 

Analis Pengelolaan 

Keuangan APBN Ahli 

Pertama 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Analis Anggaran Ahli 

Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 

Analis Anggaran Ahli 

Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 

Analis Anggaran Ahli 

Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 

Analis SDM Aparatur 

Ahli Muda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

10 

Analis SDM Aparatur 

Ahli Pertama 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Arsiparis Ahli Muda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 Arsiparis Ahli Pertama 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 Arsiparis Mahir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 Arsiparis Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 Arsiparis Terampil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

16 

Penata Laksana Barang 

Mahir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 

Penata Laksana Barang 

Terampil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

18 

Pengawas Farmasi dan 

Makanan Ahli Madya 18 18 0 0 2 1 1 1 1 6 

19 

Pengawas Farmasi dan 

Makanan Ahli Muda 44 37 0 0 0 0 1 1 0 9 

20 

Pengawas Farmasi dan 

Makanan Ahli Pertama 45 22 0 0 0 8 1 0 0 32 

21 

Pengawas Farmasi dan 

Makanan Mahir 0 7 0 0 0 0 0 0 0 -7 



43 

 

No  Jabatan  ABK  

Jumlah 

Pegawai  

Formasi CASN  BUP  

Gap  CPNS  PPPK  2025  2026  2027  2028  2029  

22 

Pengawas Farmasi dan 

Makanan Penyelia 0 8 0 0 0 0 1 0 3 -4 

23 Perencana Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

24 Perencana Ahli Muda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

25 Perencana Ahli Pertama 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

26 

Pranata Keuangan APBN 

Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

Pranata Keuangan APBN 

Penyelia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

28 

Pranata Keuangan APBN 

Terampil 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 

Pranata Komputer Ahli 

Muda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

30 

Pranata Komputer Ahli 

Pertama 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

Pranata Komputer 

Mahir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

32 

Pranata Komputer 

Terampil 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Pranata SDM Aparatur 

Mahir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

34 

Pranata SDM Aparatur 

Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

35 

Analis Barang Milik 

Negara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 

36 

Analis Obat dan 

Makanan 0 3 0 0 0 1 0 0 0 -2 

37 

Pemelihara Sarana dan 

Prasarana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

38 

Pengelola Barang Milik 

Negara 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 

39 Pramu Laboratorium 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 

40 

Pranata Pengambilan 

Sampel 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

TOTAL  144  118  0  1  2  12  4  4  4  51  

 

Terbatasnya jumlah SDM Balai Besar POM di Medan karena jumlah formasi 

yang diberikan BPOM terbatas, adanya mutasi/promosi PNS ke unit 

kerja/intansi lain, dan batas usia pensiun. Hal ini menyebabkan capaian 

pemenuhan SDM untuk Balai Besar POM di Medan belum terpenuhi, 

penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dimiliki, dan belum 

optimalnya pemenuhan standar ruang lingkup pengujian. Hal ini menunjukkan 

urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk 

menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik. 
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c. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, 

Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi sediaan farmasi 

dan pangan olahan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) BPOM berimplikasi 

pada tingginya permintaan terhadap layanan perizinan di bidang sediaan 

farmasi dan pangan olahan dari waktu ke waktu. Meskipun BPOM telah 

melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan 

layanan, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. 

Keterbatasan informasi pada layanan perizinan seperti tidak tersedianya 

informasi status permohonan, adanya kendala aplikasi yang menghambat 

kinerja evaluasi, dan perubahan regulasi menjadi faktor yang berkontribusi 

pada ketidakpuasan pengguna layanan. Ketidakpuasan ini tercermin dari 

meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima. Kondisi tersebut bukan 

hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga mempengaruhi posisi 

strategis lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. 

Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menunjukkan adanya kebutuhan 

mendesak untuk meninjau dan mereformasi proses internal, termasuk audit 

sistematis terhadap alur kerja, evaluasi kebijakan, dan investasi dalam 

teknologi digital. Jika tidak segera ditangani, keterlambatan dalam pemberian 

izin dapa menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap 

produk kesehatan yang dibutuhkan. 

 

d. Sistem TI belum terintegrasi optimal  

Keterbatasan sumber daya serta lemahnya koordinasi antar unit kerja 

menyebabkan integrasi data dan aplikasi di Balai Besar POM di Medan belum 

berjalan optimal. Sistem teknologi informasi yang berjalan secara terpisah 

antar fungsi menciptakan hambatan dalam pertukaran informasi, 

memperlambat alur kerja, dan menurunkan efisiensi operasional secara 

keseluruhan. Ketidakterhubungan antar sistem ini tidak hanya menghambat 

sinergi internal, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas layanan 

publik. Kurangnya koordinasi dalam infrastruktur TI menyebabkan terjadinya 

redundansi pekerjaan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam proses 

operasional. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi 

secara menyeluruh dan diperbarui secara berkala akan memberikan dampak 

signifikan terhadap peningkatan efisiensi kerja internal dan memperkuat 

kemampuan Balai Besar POM di Medan dalam merespons dinamika serta 

tantangan di era digital. Hal ini juga penting untuk menjawab kebutuhan pasar 

yang terus berubah dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap standar 

keamanan pangan dan obat yang tinggi. 

 

Dalam rangka mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh, 

dibutuhkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang kompeten serta mampu mengikuti perkembangan 

teknologi terbaru. Saat ini, belum seluruh SDM TIK yang tersedia memiliki 
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kompetensi sesuai dengan standar jabatan yang dipersyaratkan. Oleh karena 

itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan 

menjadi hal yang mendesak, guna memastikan kesiapan organisasi dalam 

mengadopsi serta mengimplementasikan inovasi dan solusi digital secara 

efektif. 

e. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang Masih Perlu 

Ditingkatkan 

Transformasi digital dan perubahan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang semakin dinamis menuntut peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

perkantoran guna menunjang produktivitas dan efektivitas kerja. Seiring 

dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di 

berbagai aspek layanan publik, keberadaan perangkat kerja yang memadai, 

seperti laptop atau alat pengolah data yang kompatibel dengan kebutuhan 

kerja masa kini, menjadi sangat penting. 

 

Di tengah kemajuan teknologi informasi, perangkat kerja tidak lagi sekadar 

alat pendukung, melainkan menjadi sarana utama dalam pelaksanaan tugas 

harian, terutama dalam menyelenggarakan komunikasi virtual yang kini sudah 

menjadi bagian rutin dari sistem kerja organisasi. Oleh karena itu, perangkat 

yang digunakan harus memenuhi spesifikasi standar tertentu, termasuk 

dilengkapi dengan kamera, mikrofon, dan speaker yang berkualitas untuk 

mendukung kegiatan rapat daring, pelatihan virtual, serta koordinasi lintas unit 

secara efisien. 

 

Saat ini, kondisi sarana dan prasarana perkantoran di Balai Besar POM di 

Medan, khususnya terkait perangkat pengolah data, masih belum 

sepenuhnya mendukung tuntutan kerja yang semakin berbasis digital. 

Beberapa perangkat yang digunakan memiliki keterbatasan dalam spesifikasi 

teknis maupun usia pemakaian, sehingga berpotensi menurunkan kinerja 

pegawai dalam merespons tugas secara cepat dan tepat. 

 

Dengan demikian, perlu adanya perhatian khusus terhadap penguatan 

dukungan sarana dan prasarana perkantoran melalui pengadaan dan 

pemeliharaan perangkat yang sesuai standar kerja modern. Langkah ini 

menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan layanan publik yang 

responsif, adaptif, dan akuntabel di era digital. . 

 

f. Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada 

populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, 

masyarakat, mitra kerja) 

Data terpilah/data gender merupakan salah satu prasyarat dalam 

pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut 

merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk 

menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum 
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memadainya ketersediaan data terpilah, maka pelaksanaan analisis gender 

belum dapat dilakukan secara komprehensif. 

 

 

1.2.3 Peluang (Opportunity) 

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis 

untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam 

pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka 

jalan bagi Balai Beasr POM di Medan untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga 

pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta 

memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam 

pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki 

oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan 

Obat dan Makanan: 

 

a. Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Dukungan Kebijakan 

Nasional: Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan memberikan dasar 

hukum yang kuat bagi penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan 

produk obat dan makanan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menegaskan 

bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan POM 

semata, tetapi juga menuntut peran aktif kementerian/lembaga terkait serta 

pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengawasan yang 

menyeluruh, efektif, dan berkesinambungan. Inpres ini membuka peluang 

strategis bagi Balai Besar POM di Medan untuk membangun ekosistem 

pengawasan yang lebih sinergis di wilayah Sumatera Utara. Dengan adanya 

dukungan dari tingkat pusat hingga daerah, pengawasan dapat diperluas 

cakupannya — mencakup sediaan farmasi, pangan olahan, bahan 

berbahaya, kosmetik, suplemen, dan produk lainnya yang berisiko terhadap 

kesehatan masyarakat. Lebih jauh, implementasi Inpres ini mendorong 

terciptanya integrasi sistem informasi antar sektor, pemanfaatan teknologi 

digital secara bersama-sama, serta penyelarasan data dan informasi yang 

dapat diakses lintas instansi. Tidak kalah penting, penguatan kapasitas dan 

komitmen kepala daerah menjadi elemen kunci untuk mendorong 

pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari aspek preventif, edukatif, hingga 

penindakan hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Melalui 

optimalisasi mandat Inpres ini, Balai Besar POM di Medan memiliki 

kesempatan untuk memainkan peran sentral dalam membangun pengawasan 

yang lebih proaktif, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan 

pengawasan kesehatan masyarakat di era modern. 
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b. Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan Jejaring Kerja Sama BBPOM di 

Medan 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta 

mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal, Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan terus memperkuat 

kolaborasi lintas sektor dan membangun jaringan kerja sama yang aktif 

dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun 

daerah. BBPOM di Medan menjalin sinergi strategis dengan pemerintah 

daerah, seperti dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas pendidikan, dan 

dinas pertanian, untuk mendukung pengawasan produk yang beredar serta 

memperluas edukasi masyarakat. Kolaborasi ini mencakup pelaksanaan 

intensifikasi pengawasan bersama di pasar tradisional dan modern, serta 

integrasi program keamanan pangan berbasis komunitas dan sekolah. Selain 

itu, kerja sama erat juga dilakukan dengan institusi penegak hukum seperti 

kepolisian dan kejaksaan dalam penindakan terhadap pelanggaran di bidang 

obat dan makanan. BBPOM di Medan telah mendorong  terbentuknya Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai 

implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. BBPOM di Medan juga telah 

mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim 

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, 

sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di DaerahKemitraan ini 

tidak hanya sebatas pada aspek penindakan hukum, tetapi juga pada 

peningkatan kapasitas aparat dan pertukaran data intelijen pengawasan. 

Dalam bidang akademik dan penelitian, BBPOM di Medan menjalin kerja 

sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, seperti Universitas 

Sumatera Utara (USU) dan Poltekkes Kemenkes Medan, untuk mendukung 

inovasi pengawasan berbasis evidence serta peningkatan literasi keamanan 

pangan dan obat di kalangan akademisi dan mahasiswa. Tak kalah penting, 

kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media massa juga 

diperkuat melalui kampanye edukasi publik, pelatihan kader keamanan 

pangan, dan penyebarluasan informasi yang kredibel kepada masyarakat 

luas. Dengan membangun jejaring kerja sama yang aktif dan berkelanjutan, 

BBPOM di Medan mampu memperluas jangkauan pengawasan, 

mempercepat respon terhadap isu-isu krisis kesehatan masyarakat, serta 

menciptakan ekosistem pengawasan yang partisipatif dan adaptif terhadap 

dinamika lingkungan strategis.  
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Tabel 4 Kolaborasi Lintas Sektor Balai Besar Pom Di Medan 

No. Mitra/Stakeholder Bentuk Kolaborasi Contoh Kegiatan Nyata 

1 
Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten 

Sinergi pengawasan sarana 

distribusi obat dan makanan serta 

edukasi masyarakat 

Sidak gabungan di 

apotek dan toko obat, 

edukasi keamanan 

pangan di puskesmas 

2 Dinas Perdagangan 
Pengawasan produk pangan di 

pasar dan retail modern 

Operasi pasar aman 

pangan menjelang hari 

besar keagamaan 

3 Dinas Pendidikan 
Integrasi edukasi keamanan 

pangan ke lingkungan sekolah 

Program “Pangan Aman 

Jajanan Anak Sekolah” 

(PJAS) 

4 
Kepolisian Daerah (Polda) 

Sumut 

Penindakan hukum terhadap 

pelaku usaha ilegal di bidang obat 

dan makanan 

Penertiban produk 

ilegal/bahaya di 

gudang/distributor tak 

berizin 

5 Kejaksaan Tinggi 
Pendampingan hukum dan tindak 

lanjut pelanggaran 

Forum diskusi 

penegakan hukum 

tindak pidana di bidang 

pangan 

6 
Perguruan Tinggi (USU, 

Poltekkes, dll.) 

Riset bersama dan edukasi publik 

berbasis ilmiah 

Kuliah umum, seminar 

keamanan pangan, 

pengabdian masyarakat 

bersama 

7 
BPBD dan Dinas Ketahanan 

Pangan 

Dukungan pengawasan dan logistik 

saat darurat pangan dan bencana 

alam 

Pengawasan pangan 

bantuan pascabencana 

atau saat pandemi 

8 
Lembaga Swadaya 

Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat dan 

pelatihan kader keamanan pangan 

Pelatihan kader PJAS, 

pendampingan 

komunitas pasar 

9 Media Massa 

Diseminasi informasi dan 

kampanye edukasi kepada 

masyarakat luas 

Talkshow radio/TV, 

press release, medsos 

BBPOM di Medan 

 

Melalui kerja sama lintas sektor ini, BBPOM di Medan tidak hanya 

menjalankan tugas pengawasan secara teknis, tetapi juga mendorong 

pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sinergi 

ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat 

kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas obat dan makanan di 

wilayah Sumatera Utara. Terjalinnya kerja sama antara BBPOM di Medan 

dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya 

komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi 

Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran 

daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak 

mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 

Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang 
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diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang 

dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil 

laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang 

Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan 

daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam 

SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu 

Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim 

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat 

terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara 

 

c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat sebagai Peluang Penguatan 

Sistem Pengawasan Terpadu 

Peningkatan kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pentingnya 

keamanan obat dan makanan menjadi peluang strategis dalam penguatan 

sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan responsif. Masyarakat tidak 

lagi diposisikan hanya sebagai konsumen pasif, tetapi telah berkembang 

menjadi mitra aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah peredaran 

produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Tren ini diperkuat oleh hasil 

survei efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta peningkatan 

indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan 

bermutu, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pemahaman 

dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi edukasi 

publik yang dijalankan oleh BPOM telah memberikan dampak positif terhadap 

perilaku konsumen dalam memilih dan mengawasi produk yang dikonsumsi. 

 

Dengan dukungan teknologi informasi dan media digital, penyebaran 

informasi yang cepat dan luas juga mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkan pengetahuan serta menyampaikan pengaduan atau laporan 

terkait produk bermasalah. Partisipasi aktif ini berpotensi memperkuat sistem 

pengawasan dari hulu ke hilir secara lebih efisien dan berbasis komunitas. 

Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis, peluang ini dapat 

dioptimalkan melalui: 

 Pengembangan program edukasi publik berbasis komunitas dan digital. 

 Pelibatan masyarakat dalam forum atau jejaring pengawasan obat dan 

makanan. 

 Pemanfaatan sistem pelaporan masyarakat (e-reporting) yang terintegrasi 

dengan SPBE. 

 Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, LSM, akademisi, dan media lokal 

untuk memperluas jangkauan KIE. 

 Penguatan kapasitas masyarakat sebagai penggerak pengawasan 

berbasis risiko. 
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Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, Balai Besar POM dapat 

memperkuat sistem pengawasan yang lebih inklusif, adaptif, dan 

berkelanjutan guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara 

menyeluruh 

 

d. Percepatan Transformasi Digital nasional 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan upaya 

pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan 

berkualitas. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola 

pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilakukan melalui INA Digital, 

yang merupakan Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital 

Pemerintah Indonesia.  Percepatan transformasi digital merujuk pada proses 

yang semakin cepat dan mendalam dalam penerapan teknologi digital untuk 

mengubah cara organisasi atau bisnis beroperasi, berinteraksi dengan 

pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta 

menciptakan nilai tambah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu 

data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik 

yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek 

keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan 

transformasi digital dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital 

dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu koordinasi dan 

kolaborasi antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2023 

tentang percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital 

Nasional. 

 

e. Kredibilitas BPOM sebagai Otoritas yang Diandalkan dalam Pengawasan 

Produk Publik 

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan, termasuk 

pentingnya keamanan obat dan makanan, membuka peluang strategis bagi 

BPOM untuk mengukuhkan posisinya sebagai otoritas utama dan sumber 

informasi terpercaya di Indonesia. Dalam situasi maraknya arus informasi 

yang tidak terverifikasi, khususnya di era digital, masyarakat membutuhkan 

lembaga yang mampu menyediakan informasi akurat, kredibel, dan mudah 

diakses. Penyampaian informasi yang ringkas, komunikatif, serta didukung 

visualisasi yang menarik dan edukatif, akan meningkatkan pemahaman publik 

serta mendorong media dan masyarakat untuk menyebarkan informasi 

tersebut secara lebih luas. Untuk merespons kebutuhan ini, BPOM memiliki 

beragam produk dan kanal informasi yang dapat dioptimalkan menjadi pusat 

rujukan publik, di antaranya:  



51 

 

 Website resmi (www.pom.go.id) yang menyediakan informasi lengkap 

dan terkini terkait regulasi, izin edar, hasil pengawasan, klarifikasi 

hoaks, serta edukasi seputar keamanan produk; 

 Aplikasi BPOM Mobile yang memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memverifikasi legalitas obat dan makanan secara 

cepat dan praktis;  

 Akun media sosial resmi BPOM dan Balai Besar POM di Medan yang 

berperan aktif sebagai kanal komunikasi publik dalam menyampaikan 

informasi, edukasi, klarifikasi, serta menangkal hoaks secara responsif 

dan real-time. 

 

Selain itu, penguatan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik 

diwujudkan melalui peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) serta pemanfaatan berbagai media komunikasi—baik digital, cetak, 

maupun daring—untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan. 

Informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, serta 

merta, dan setiap saat, dapat diakses oleh masyarakat melalui kanal resmi 

BPOM dalam bentuk berita terkini, siaran pers, peringatan publik, klarifikasi, 

hingga konten media sosial. Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, 

Balai Besar POM di Medan juga mengembangkan identitas kampanye 

“kataBPOM (bukan katanya orang, pastikan kataBPOM)” sebagai simbol 

kekuatan narasi informasi yang bersumber langsung dari lembaga otoritatif, 

bukan opini yang belum terverifikasi. Branding komunikasi ini memperkuat 

posisi BPOM sebagai penjaga kredibilitas informasi obat dan makanan di 

mata masyarakat. Melalui tata kelola komunikasi yang transparan, adaptif, 

berbasis data, serta disampaikan secara persuasif dan edukatif, BPOM dapat 

terus memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengukuhkan diri sebagai 

pusat rujukan utama dalam penyampaian informasi keamanan obat dan 

makanan di Indonesia. 

 

1.2.4 Ancaman (Threat) 

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat 

mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai Besar POM di 

Medan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang 

mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai Besar POM di Medan dapat 

merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa 

komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi Balai Besar POM di Medan 

dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang: 

 

a. E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan 

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi 

hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku 

konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya 
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pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di 

masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi 

mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan 

jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus 

bepergian. Setiap platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh 

guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi 

konsumennya hari demi hari.  

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti 

adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. 

Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang 

tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan 

dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan 

ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang 

diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap 

pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat 

unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-

commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk 

penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan 

terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang 

membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam 

konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa 

tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat 

dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan 

pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus 

dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia.  

 

Tabel 5 Rekomendasi Link/Konten yang di Takedown 

No Tahun 
Jumlah tautan yang 
direkomendasikan 

takedown 

jumlah  tautan 
yang telah ter-

takedown 

1 2022 131 126 

2 2023 226 223 

3 2024 293 292 

 

Bila dilihat dari tabel diatas bisa disiimpulkan pengajuan yang dilakukan oleh 

Balai Besar POM di Medan dalam hal pengajuan penutupan Konten ke 

Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM RI meningkat setiap tahunnya.  

Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap 

produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan 

penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus 
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diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin 

bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-

produk tersebut melalui e-commerce. Dengan demikian, Balai Besar POM di 

Medan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam 

mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta 

menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam 

menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital. 

. 

b. Dinamika Pasar yang Cepat 

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan 

mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai Besar POM di 

Medan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi 

secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk 

memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk 

baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai Besar 

POM di Medan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi 

pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau 

mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang 

tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi 

produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi 

menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan 

pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti 

perkembangan ini, Balai Besar POM di Medan perlu mengadaptasi teknik 

pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi 

yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan 

pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar 

keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah 

keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang 

belum sepenuhnya diawasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala 

aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi 

Balai Besar POM di Medan dalam menjaga keamanan produk Obat dan 

Makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak. 

 

c. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, 

penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi 

ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat 

menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah 

informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini 

menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang 

salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hoaks 

merupakan salah satu bentuk teror informasi yang mengerikan, terutama jika 

terkait obat dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hoaks 
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sering kali disalahartikan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan 

keresahan. Salah satu alasan hoaks lebih mudah menyebar adalah karena 

sifatnya yang sensasional dan emosional. Konten yang menakut-nakuti, 

penuh teori konspirasi, atau menyentuh aspek emosional (seperti 

perlindungan keluarga atau ketakutan terhadap bahan kimia). 

Selain itu, hoaks tidak hanya sekadar disebarkan oleh individu yang tidak 

paham, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan 

komersial. Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kekhawatiran 

masyarakat dengan menawarkan produk alternatif seperti "obat herbal" atau 

suplemen tanpa izin edar sebagai solusi dari "bahaya" sediaan farmasi atau 

pangan olahan. 

Di sisi lain, kurangnya literasi kesehatan dan literasi digital juga membuat 

masyarakat semakin rentan terhadap hoaks. Banyak orang belum memiliki 

kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, membedakan sumber 

kredibel, atau memahami isi berita secara kritis. 

Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi dan mengklarifikasi 

1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 

2024. Balai Besar POM di Medan juga telah melakukan berbagai kegiatan 

pengawasan baik luring maupun daring dan telah menjaring tautan penjualan 

dan iklan produk ilegal maupun yang mengklaim secara berlebihan. 

Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran hoaks tentang sediaan 

farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, 

melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap 

sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi. 

 

d. Luas wilayah cakupan pengawasan di wilayah provinsi Sumatera Utara 

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan 

makanan di Provinsi Sumatera Utara adalah luasnya wilayah cakupan 

pengawasan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar POM di Medan. 

Provinsi ini terdiri atas 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, dan lebih dari 

6.000 desa/kelurahan dengan kondisi geografis yang sangat beragam, 

termasuk wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil yang sulit 

diakses.  Luasnya cakupan wilayah ini berpotensi menjadi ancaman terhadap 

efektivitas dan jangkauan pengawasan, terutama dalam memastikan seluruh 

peredaran produk obat dan makanan memenuhi standar keamanan, mutu, 

dan manfaat. Hambatan aksesibilitas, keterbatasan transportasi, serta 

distribusi pelaku usaha yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil menjadi 

kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan secara intensif dan 

menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pengawas dan 

sarana penunjang operasional di tengah kebutuhan pengawasan yang terus 

meningkat, memperbesar risiko masuk dan beredarnya produk yang tidak 

memenuhi ketentuan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi strategi 

pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, 
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serta penguatan kolaborasi dengan lintas sektor, termasuk pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

 

Menghadapi ancaman ini, Balai Besar POM di Medan perlu merumuskan 

strategi pengawasan yang lebih adaptif, efisien, dan terintegrasi guna 

menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal di seluruh 

wilayah Provinsi Sumatera Utara 

 

e. Isu Pemberitaan Negatif sebagai Ancaman Terhadap Kepercayaan 

Publik. 

Di era digital saat ini, persepsi publik terhadap lembaga pemerintah sangat 

mudah dibentuk dan dipengaruhi oleh narasi yang beredar di media, 

khususnya media sosial. BPOM sebagai institusi yang memiliki peran penting 

dalam menjamin keamanan obat dan makanan, menghadapi tantangan besar 

dari munculnya berbagai isu dan pemberitaan bertonasi negatif. Pemberitaan 

semacam ini, baik yang berasal dari media daring maupun dari unggahan 

viral di platform sosial seperti Twitter, TikTok, dan Facebook, bisa dengan 

cepat membentuk opini publik yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. 

Salah satu ancaman utama yang muncul dari situasi ini adalah potensi 

rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPOM. Ketika BPOM 

disorot karena dugaan lambat menangani kasus, dianggap terlalu birokratis, 

atau dicurigai memiliki konflik kepentingan dengan industri, maka opini publik 

bisa dengan cepat berbalik arah. Persepsi negatif ini, jika tidak segera 

ditangani, dapat mengikis legitimasi BPOM sebagai otoritas yang seharusnya 

menjadi rujukan utama dalam urusan keamanan obat dan makanan. Hal ini 

juga berpengaruh langsung terhadap Balai Besar POM di Medan sebagai 

salah satu UPT dari BPOM sehingga kepercayaan masyarakat yang ada di 

provinsi Sumatera Utara juga terpengaruh apabila ada pemberitaan negative 

terhadap BPOM ataupun UPT lain yang ada di seluruh Indonesia 

 

Situasi ini juga diperparah dengan karakter media sosial dan media digital 

yang sangat cepat. Narasi yang belum tentu memiliki dasar fakta dapat 

menyebar luas dalam waktu singkat dan membentuk persepsi publik sebelum 

sempat diklarifikasi oleh pihak BPOM. Upaya klarifikasi pun sering kali kalah 

cepat dan kalah menarik dibandingkan dengan narasi negatif yang lebih 

dramatis dan emosional. Dengan semua dinamika ini, dapat disimpulkan 

bahwa pemberitaan negatif terhadap BPOM di media dan media sosial bukan 

hanya menjadi tantangan reputasi, tetapi juga ancaman strategis yang dapat 

melemahkan fungsi pengawasan negara di mata masyarakat. Jika dibiarkan, 

situasi ini dapat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

regulasi dan kebijakan BPOM. 
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f. Masih Tingginya Ketimpangan Gender di berbagai Fungsi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki mandat penting dalam 

melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran sediaan 

farmasi dan pangan olahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara 

optimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan 

berkeadilan gender. Namun, masih terdapat ketimpangan gender di 

lingkungan internal Balai Besar POM di Medan yang dapat memengaruhi 

efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Isu ketimpangan gender ini 

bukan semata-mata persoalan jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi juga 

menyangkut kesetaraan akses terhadap kesempatan, peran dalam 

pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan budaya organisasi yang 

sensitif terhadap gender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan data gender pegawai Balai Besar POM di Medan terhadap 

struktur organisasi dan pola kerja di Balai Besar POM di Medan, ketimpangan 

gender tampak pada beberapa aspek, yaitu 1] Ketimpangan dalam struktur 

jabatan dan kepemimpinan; 2] ketimpangan dalam pembagian tugas dan 

peran; 3] Akses terbatas terhadap pengembangan kapasitas; 4] Belum semua 

fungsi kerja memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya 

pengarusutamaan gender (PUG) dalam tata kelola kelembagaan; 5] Fasilitas 

pendukung yang kurang memadai. Ketimpangan gender internal berdampak 

langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan efektivitas 

pengawasan Balai Besar POM di Medan diantaranya 1] Pengambilan 

keputusan kurang inklusif; 2] Terbatasnya kapasitas teknis dan regenerasi 

pengawas terutama pegawai laki-laki; 3] Mempengaruhi kinerja, motivasi dan 

iklim kerja. Pada fungsi Penindakan, ketimpangan gender mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan investigasi dan operasi intelijen. Pada fungsi 

Pemeriksaan, ketimpangan gender berisiko dalam menghadapai pelaku 

usaha yang tidak kooperatif, dan mengancam keselamatan dan kesehatan 

petugas. Balai Besar POM di Medan perlu mengupayakan strategi untuk 

Gambar 30 Distribusi Gender Pegawai Balai Besar POM di Medan 
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mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif 

gender. Dengan memperkuat kebijakan dan praktik kerja yang responsif 

gender, 

 

g. Peningkatan Risiko Insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan 

Pangan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

 

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu 

agenda prioritas nasional membawa dampak positif dalam mendukung 

peningkatan status gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti 

anak sekolah. Namun demikian, implementasi program berskala nasional ini 

juga berpotensi menimbulkan tantangan strategis, salah satunya adalah 

meningkatnya risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan 

Pangan. Rantai penyelenggaraan program MBG yang panjang mulai dari 

pengadaan bahan baku, proses produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan 

Gizi (SPPG), hingga pendistribusian kepada penerima manfaat  

menghadirkan kompleksitas dalam pengendalian mutu dan keamanan 

pangan. Ketidakterpenuhan standar produksi, ketidakterseragaman sistem 

pengawasan di berbagai wilayah, serta praktik penanganan dan penyimpanan 

pangan yang belum sesuai kaidah higiene dan sanitasi dapat meningkatkan 

potensi terjadinya insiden keamanan pangan. Apabila insiden KLB Keracunan 

Pangan terjadi, dampaknya tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan 

penerima manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan 

psikologis yang signifikan. Hal ini termasuk menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap program pemerintah, terganggunya aktivitas 

pembelajaran di sekolah, serta berkurangnya legitimasi program MBG 

sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Dalam 

konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki 

peran strategis dalam memastikan keamanan dan mutu pangan pada setiap 

tahapan pelaksanaan program MBG. Pengawasan harus dilakukan secara 

sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko, dengan melibatkan sinergi lintas 

sektor serta penguatan kapasitas pelaku usaha pangan dan tenaga 

pelaksana di lapangan. Melalui strategi pengawasan yang komprehensif, 

diharapkan potensi terjadinya KLB Keracunan Pangan dapat diminimalkan 

sehingga tujuan utama program MBG, yakni peningkatan gizi masyarakat 

secara berkelanjutan, dapat tercapai dengan aman dan efektif. 
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Tabel 6 Matirik Ringkasan Analisis SWOT 

KEKUATAN KELEMAHAN 

- Komitmen dalam Reformasi Birokrasi yang 
kuat 

- Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan 
Loyal 

- Komitmen Balai Besar POM di Medan dalam 
Mewujudkan Birokrasi Digital melalui SPBE 

- Infrastruktur Pengujian BBPOM Medan yang 
Unggul dan Terakreditasi 

- Konsistensi Balai Besar POM di Medan 
dalam mendorong peran serta masyarakat 
dan dunia usaha dalam pengawasan Obat 
dan Makanan 

- Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk 
Mendukung Pelayanan Publik yang Efektif 

- Kewenangan regulasi dan kapasitas 
pengawasan yang kuat 

- Keterbatasan Kapasitas Parameter Uji 
Laboratorium BBPOM di Medan 

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
- Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan 

Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan 
Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 

- Sistem TI belum terintegrasi optimal  
- Dukungan sarana dan prasarana perkantoran 

yang Masih Perlu Ditingkatkan 

- Belum tersedianya data terpilah/ data gender 
yang memadai baik pada populasi, pelaksana 
kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku 
usaha, masyarakat, mitra kerja) 

 

PELUANG TANTANGAN 

- Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan 
melalui Dukungan Kebijakan Nasional: 
Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 

- Kolaborasi Lintas Sektor dan Penguatan 
Jejaring Kerja Sama BBPOM di Medan
  

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 
sebagai Peluang Penguatan Sistem 
Pengawasan Terpadu 

- Percepatan Transformasi Digital nasional 
- Kredibilitas BPOM sebagai Otoritas yang 

Diandalkan dalam Pengawasan Produk 
Publik 

 

- E-commerce dan kejahatan siber di bidang 
Obat dan Makanan 

- Dinamika Pasar yang Cepat 
- Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 
- Luas wilayah cakupan pengawasan di wilayah 

provinsi Sumatera Utara 

- Isu Pemberitaan Negatif sebagai Ancaman 
Terhadap Kepercayaan Publik. 

- Masih Tingginya Ketimpangan Gender di 
berbagai Fungsi 

- Peningkatan Risiko Insiden Kejadian Luar 
Biasa (KLB) Keracunan Pangan dalam 
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 
(MBG) 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN,  DAN SASARAN KEGIATAN 

 

2.1 Visi 

Balai Besar POM di Medan  sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit 

pelaksana teknis  yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk 

Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan, yang telah 

ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu: 

 

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,  

bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat 

dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" 

 

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam 

regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat 

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di 

antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. 

 

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang 

menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan 

visi tersebut: 

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan 

farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup 

pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar 

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko 

kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan. 

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan 

bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar 

memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi 

kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan 

internasional. 

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM 

mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk 

UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya 

seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta 

fasilitasi terhadap akses pasar internasional.. 

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM 

adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini 

dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan 

farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat 

(termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing 

produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri 

(termasuk UMKM) lokal.    
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Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen 

BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat 

dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

 

2.2 Misi 

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan 

menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun 

dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang 

dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut: 

 

 
 

 

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan 

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi 

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita 

Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3,5 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar  di atas. 

Untuk mewujudkan visi diatas BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis 

yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang 

disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi Balai BPOM tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 31 Asta Cita 
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1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan  Pangan 

Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan  Pangan 

Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat 

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap 

peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan 

dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, 

melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan 

masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan 

terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor 

ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak 

menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan 

terpercaya. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka  membangun 

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi 

juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan 

peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk 

pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang 

transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah 

memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya 

mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, 

produktif, dan kompetitif di pasar global 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh 

pemangku kepentingan. 

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang  

dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan 

tujuan  untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif 

masyarakat  dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan 

dengan berbagai  pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan 

ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen 

yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan.  

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good 

governance  dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk 

memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada 

hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik 

secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat 

dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM 
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ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi 

juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya 

Balai Besar POM di Medan sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh 

pelaksanaan misi BPOM 

 

2.3 Tujuan  

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah 

merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan 

ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, 

sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan 

makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, 

mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan 

usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: 

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua 

produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran 

memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan 

landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses 

masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.  

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya 

memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. 

Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk 

membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi 

sediaan farmasi dan pangan olahan.  

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing 

Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa 

dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi 

pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui 

pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM 

berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar 

siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian 

bangsa.  

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi 

masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui 

pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat 

membahayakan kesehatan publik. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta 

Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk 

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan 

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi 
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pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan 

dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik 

yang prima  

 

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini 

mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan 

fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.  kesehatan 

masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana 

tercantum pada berikut:  

 
Tabel 7 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 

No Tujuan Indikator 
Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

1 

Terwujudnya Sediaan 
Farmasdan  Pangan 
Olahan  yan Aman  dan 
Bermutu  

Persentase Sediaan 
Farmasidan  Pangan Olahan 
(termasuk PIRT dan 
MBG)yang aman danbermutu  

74,75 76,40 77,75 79,45 80,70 

2 

Terwujudnya Masyarakat 
yang Cerdas Memilih 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang Aman 
dan Bermutu 

Indeks Kesadaran 
Masyarakat terhadap 
Sediaan Farmasi  dan  
Pangan Olahan yang Aman 
dan Bermutu  

88,20 88,60 88.90 89,20 89,40 

3 

Terwujudnya Pertumbuhan 
Dunia Usaha yang 
Mendukung Daya Saing 
Industri Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan serta 
Kemandirian Bangsa 
dengan dukungan yang 
kuat terhadap UMKM 

Indeks PenguatanDaya 
Saing danKemandirian 
Pelaku UsahaSediaan 
Farmasdan  Pangan Olahan  

63,60 66,20 69,30 72,70 76,70 

4 

Terwujudnya Perlindungan 
Masyarakat dari Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Indeks Efektivitas Penegakan 
Hukum Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan  Pangan  
Olahan  

74,40 75,90 77,10 78,50 79,90 

5 

Terwujudnya Organisasi 
yang Profesional, Adaptif, 
Efektif dan Efisien serta 
Layanan Publik yang Prima 

Indeks RB BPOM 

96,30 96,35 96,40 96,45 96,50 

 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan secara spesifik mendukung 

seluruh tujuan BPOM.  

 

2.4 Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai 

Balai Besar POM di Medan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan 

sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan 
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diharapkan Balai Besar POM di Medan akan dapat mencapai sasaran kegiatan 

sebagai berikut: 

 

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja UPT 

 

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan 

terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari 

produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan 

dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek 

krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan 

masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui 

penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, 

berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi 

dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional 

Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam  pengujian sampel pangan MBG 

untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. 

Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta 

memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran 

kegiatan ini, maka indikatornya adalah: 

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi 

sesuai standar 

m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 
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n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman 

p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi 

 

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi 

tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan 

bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi 

pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang 

berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan 

menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk 

mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase 

cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. 

 

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE 

 

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak 

memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif 

dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar 

masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman 

dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE 

kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam 

pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya 

perlindungan konsumen, melalui indikator: 

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja 

UPT 

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

c. Jumlah desa pangan aman 

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 

 

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

 

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering 

menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan 

produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan 

agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan 

menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini 
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menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di 

pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah 

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. 

 

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 

 

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal 

dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan 

respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, 

UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif 

terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang 

terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam 

menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk 

berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT. 

 

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 

 

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk 

memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT 

BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah 

kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi 

pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan 

dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan 

dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran 

kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar. 

 

 

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima 

 

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan 

pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas 

dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen 

mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi 

pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk 
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mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan 

Publik UPT. 

 

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal 

 

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan 

landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, 

dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai 

komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan 

manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek 

tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang 

terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan 

pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian 

sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah: 

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 

b. Nilai AKIP UPT BPOM 

c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 

d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 

 

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang 

telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai Besar POM 

di Medan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, 

serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. 

 

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR 

Visi: 

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, 

bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat 

dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”” 

Tabel 8 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT 
BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Medan periode 2025-2029 

Misi BPOM Tujuan BPOM Sasaran Strategis BPOM Sasaran Kegiatan UPT 

Meningkatkan 

efektivitas pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan melalui 

kolaborasi pemerintah, 

pelaku usaha, dan 

Terwujudnya Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Aman 

dan Bermutu 

  

Indikator: 

Persentase Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan (termasuk 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

 

Indikator: 

1. Persentase Sediaan Farmasi 

yang aman dan bermutu 

2. Persentase Pangan Olahan 

dan PIRT yang aman dan 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja 

UPT 

 

Indikator: 

1. Persentase sampel 

sediaan farmasi berisiko 
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Misi BPOM Tujuan BPOM Sasaran Strategis BPOM Sasaran Kegiatan UPT 

Masyarakat 

 

PIRT dan MBG) yang 

aman dan bermutu 

bermutu (2025) 

3. Persentase Pangan Olahan, 

PIRT dan MBG yang aman 

dan bermutu (2026-2029) 

4. Indeks Efektivitas 

Koordinasi Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan 

5. Indeks Kepatuhan Pelaku 

Usaha di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

6. Persentase penguatan 

laboratorium pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan 

olahan terhadap standar 

yang ditetapkan 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

2. Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang telah melaporkan 

KTD/ESO 

3. Persentase sampel 

pangan olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

4. Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar 

5. Persentase sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

6. Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

7. Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

8. Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

9. Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

10. Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

11. Persentase iklan sediaan 

farmasi dan pangan 

olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

12. Persentase label produk 

tembakau dan/atau 
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Misi BPOM Tujuan BPOM Sasaran Strategis BPOM Sasaran Kegiatan UPT 

rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

13. Persentase pemenuhan 

target pengendalian 

AMR di wilayah UPT 

14. Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

15. Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampaingi dalam 

pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan 

Aman 

16. Persentase Sampel 

Pangan MBG yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan (2026-2029) 

Meningkatnya Efektivitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan Fortifikasi 

 

Indikator:  

Persentase cakupan sarana 

produksi pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

Terwujudnya 

Perlindungan 

Masyarakat dari 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan 

  

Indikator: 

Indeks Efektivitas 

Penegakan Hukum 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan 

Terwujudnya Penegakan 

Hukum yang Berkeadilan 

terhadap Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

 

Indikator: 

Indeks Efektivitas Penegakan 

Hukum Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

 

Indikator: 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

 

Indikator: 

Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi 
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Misi BPOM Tujuan BPOM Sasaran Strategis BPOM Sasaran Kegiatan UPT 

dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar 

Memfasilitasi 

percepatan 

pengembangan dunia 

usaha Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

termasuk UMKM dalam 

rangka membangun 

struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya 

saing  

Terwujudnya 

Pertumbuhan Dunia 

Usaha yang 

Mendukung Daya 

Saing Industri 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan serta 

Kemandirian Bangsa 

dengan dukungan 

yang kuat terhadap 

UMKM 

 

Indikator: 

Indeks Penguatan 

Daya Saing dan 

Kemandirian Pelaku 

Usaha Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan 

Meningkatnya efektivitas 

regulatory assistance dan 

kemandirian industri dalam 

pengembangan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

 

 

Indikator: 

Persentase UMKM yang 

menerapkan standar 

keamanan dan mutu produksi 

Obat Bahan Alam, Kosmetik, 

dan Pangan Olahan 

Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

 

Indikator: 

Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang 

baik dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan 

Meningkatkan 

kapasitas masyarakat 

di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan 

mengembangkan 

kemitraan bersama 

seluruh pemangku 

kepentingan 

Terwujudnya 

Masyarakat yang 

Cerdas Memilih 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

Aman dan Bermutu 

  

Indikator: 

Indeks Kesadaran 

Masyarakat terhadap 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

Aman dan Bermutu 

Meningkatnya Kesadaran 

Masyarakat atas Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

yang Aman dan Bermutu 

 

Indikator: 

Indeks Kesadaran Masyarakat 

terhadap Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Aman 

dan Bermutu 

Meningkatnya efektivitas 

KIE 

 

Indikator: 

1. Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

2. Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan keamanan 

pangan 

3. Jumlah desa pangan 

aman 

4. Jumlah pasar pangan 

aman berbasis komunitas 

Pengelolaan 

pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan 

terpercaya untuk 

memberikan pelayanan 

publik yang prima di 

bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan  

Terwujudnya 

Organisasi yang 

Profesional, Adaptif, 

Efektif dan Efisien 

serta Layanan Publik 

yang Prima 

 

Indikator: 

Indeks RB BPOM 

Terwujudnya Birokrasi yang 

Efektif, Berintegritas, 

Kolaboratif dan Adaptif untuk 

Pelayanan Publik yang Prima 

 

Indikator: 

Indeks RB BPOM 

Layanan Publik UPT yang 

prima 

 

Indikator: 

Indeks Pelayanan Publik 

UPT 

Terwujudnya tatakelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal 

 

Indikator: 

1. Nilai Pembangunan ZI 
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Misi BPOM Tujuan BPOM Sasaran Strategis BPOM Sasaran Kegiatan UPT 

UPT BPOM  

2. Nilai AKIP UPT BPOM  

3. Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM 

4. Indeks Manajemen Risiko 

UPT BPOM 

  

 

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Medan tahun 

2025–2029 secara optimal, diperlukan langkah identifikasi terhadap berbagai risiko 

yang mungkin muncul pada setiap sasaran strategis. Melalui proses identifikasi 

risiko ini, potensi hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu pelaksanaan 

program dapat dikenali sejak dini. Dengan demikian, Balai Besar POM di Medan 

dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif serta strategi mitigasi yang tepat 

untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis. Identifikasi 

risiko ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan 

strategis, sebagai upaya memastikan pengelolaan risiko yang terarah, sistematis, 

dan terukur dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi. Berikut 

disajikan identifikasi indikasi risiko terhadap sasaran strategis Balai Besar POM di 

Medan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

 
Tabel 9 Matriks Indikasi Risiko 

No. Sasaran Kegiatan Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko 
Indikasi PJ 
Perlakuan 

Risiko 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja UPT 

Rekomendasi 
hasil 
pengawasan 
sarana produksi 
dan distribusi 
tidak 
ditindaklanjuti 
oleh lintas 
sektor/pelaku 
usaha 

a. Melaksanakan kegiatan Desk 
CAPA untuk pelaku usaha.  
b.Kepada pelaku usaha 
dikirimkan rekomendasi hasil 
pemeriksaan secara manual 
(surat via pos dan WA) dan per 
bulan dilakukan evaluasi 
timeline tindak lanjut atas 
rekomendasi  
c.Jika Pelaku usaha belum 
menindaklajuti rekomendasi 
yang diberikan, maka akan 
dilakukan pengiriman ulang 
surat rekomendasi untuk 
mengingatkan pelaku usaha.  
d. Kepada lintas sektor 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
sarana dikirimkan secara 
manual (hardcopy) maupun WA 
bersamaan dengan surat 
tersebut dikirimkan ke pelaku 
usaha. 

Fungsi 
Inspeksi  
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No. Sasaran Kegiatan Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko 
Indikasi PJ 
Perlakuan 

Risiko 

e. Rekomendasi ini juga 
ditembuskan melalui Aplikasi 
Srikandi ke akun Lintas sektor 
(Dinkes) masing-masing 
kabupaten/kota. 

Tidak semua 
parameter uji 
sesuai 
ketentuan dapat 
diselesaikan 
tepat waktu 

1. Pemeliharaan alat 
laboratorium secara berkala   
2. Peningkatan kompetensi 
penguji untuk melakukan 
pemeliharaan alat laboratorium  
3. Penyediaan suku cadang alat 
yang memiliki umur pakai 
tertentu/sering rusak 

Fungsi 
pengujian  

2 

Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

Masih adanya 
sampel fortifikasi 
yang Tidak 
Memenuhi 
Syarat dari hasil 
pengujian 

1. Melakukan pembinaan 
kepada sarana saat memeriksa 
di lapangan  
2. Melakukan kegiatan Desk 
CAPA kepada pelaku usaha 
terkait perbaikan temuan 
pemeriksaan di sarana   
3. Koordinasi dengan lintas 
sektor untuk dilakukan 
pembinaan 

Fungsi 
Inspeksi  

3 

Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja UPT 

Desa/Pasar/ 
komunitas yang 
sudah 
diintervensi/dibe
rdayakan dalam 
program 
Gerakan 
Keamanan 
Pangan Desa 
(GKPD) maupun 
program Pasar 
Aman tidak 
dapat 
meneruskan 
program 

- Melakukan audiensi kepada 
Pemerintah Daerah dan 
advokasi kepada lintas sektor 
terkait;  
- Melakukan monev terhadap 
pelaksanaan program GKPD 
dan pasar aman 

Fungsi 
Infokom 

Komunikasi, 
Sosialisasi dan 
Penyuluhan 
yang 
disampaikan 
tidak dapat 
dipahami oleh 
masyarakat/audi
ens 

-Komunikasi, Sosialisasi dan 
Penyuluhan dengan berbagai 
macam metode dan teknik 
sesuai dengan segmen dan 
target KIE 

Fungsi 
Infokom 
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No. Sasaran Kegiatan Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko 
Indikasi PJ 
Perlakuan 

Risiko 

4 

Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

Proses 
pendampingan 
UMKM Obat 
Tradisional, 
Kosmetik dan 
Pangan tidak 
tuntas sesuai 
pedoman 

Menetapkan PIC dalam rangka 
monev timeline, koordinasi 
dengan stakeholder terkait, dan 
membuat dashboard monev 
layanan dan rapat evaluasi 
bulanan 

Fungsi 
Sertifikasi  

5 

Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang 

Tidak tercapai 
nya target 
berkas perkara 
sampe dengan 
tahap P21 

a.Meningkatkan koordinasi dan 
komunikasi dengan stakeholder 
terkait. 
b. Melakukan coaching clinic 
dengan stakeholder terkait. 
c. Melakukan coffee morning 
secara berkala dengan 
stakeholder. 

Fungsi 
penindakan  

6 

Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

Minimnya 
pengetahuan 
SDM dalam 
membuat 
analisis cegah 
tangkal 

Melakukan kegiatan desiminasi 
pelatihan bagi personil yang 
selesai mengikuti pelatihan. 

Fungsi 
penindakan  

7 
Layanan Publik UPT 
yang prima 

Waktu evaluasi 
permohonan 
SKI/SKE tidak 
sesuai SLA 

Menetapkan PIC dalam rangka 
monev timeline harian, 
komunikasi dalam Group WA 
layanan, Koordinasi dengan 
PUSDATIN dan rapat evaluasi 
bulanan 

Fungsi 
Sertifikasi  

8 

Terwujudnya tata 
kelola pemerintah 
Unit Organisasi 

yang optimal 

Nilai Indikator 
Revisi DIPA 
tidak tercapai 

'-Penyusunan Perencanaan 
yang Lebih Matang 

Fungsi 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Deviasi 
Halaman III 
DIPA tinggi 

-Penyusunan Perencanaan 
yang Lebih Matang 
-Monitoring dan Evaluasi 
Berkala 

Fungsi 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Keterlambatan 
penyampaian 
SPM 

Peningkatan Koordinasi Internal 
dan Eksternal 

Fungsi 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Pengelolaan 
revolving up/tup 
tidak tepat waktu 

-Penyusunan Perencanaan 
yang Lebih Matang 
-Monitoring dan Evaluasi 
Berkala 
-Peningkatan koordinasi internal 

Fungsi 
Perencanaan 
dan Evaluasi 

Kontrak tidak 
diinput tepat 
waktu di SAKTI 

Peningkatan Koordinasi Internal  
Fungsi 

Perencanaan 
dan Evaluasi 
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Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan 
makanan, BBPOM di Medan mengidentifikasi sejumlah risiko strategis yang 
berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran kinerja dalam periode 2025–2029. 
Risiko-risiko ini berkaitan dengan aspek pengawasan, pelayanan publik, 
penindakan, pendampingan pelaku usaha, serta tata kelola keuangan dan 
perencanaan. Analisis risiko berikut digunakan untuk menetapkan strategi mitigasi 
yang lebih komprehensif agar seluruh sasaran strategis RENSTRA dapat dicapai 
secara optimal. 
 
1. Risiko pada Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 
 

Terdapat dua risiko utama dalam pelaksanaan pengawasan: 
 

a. Risiko S-10 – Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh 
pelaku usaha atau lintas sector 
Risiko ini muncul ketika rekomendasi hasil pemeriksaan sarana 
produksi/distribusi tidak segera ditindaklanjuti, sehingga potensi pelanggaran 
tetap berlanjut. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi perlakuan risiko 
diarahkan pada: Pelaksanaan Desk Corrective and Preventive Action 
(CAPA) bagi pelaku usaha untuk memastikan tindak lanjut perbaikan. 
Pengiriman rekomendasi secara berlapis, baik melalui surat fisik, aplikasi 
pesan (WA), maupun Srikandi yang tembusannya disampaikan kepada 
Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Evaluasi berkala terhadap timeline tindak 
lanjut, serta pengiriman ulang rekomendasi bagi pelaku usaha yang belum 
melakukan perbaikan. Pelaksanaan mitigasi ini menjadi tanggung jawab 
Fungsi Inspeksi. 

b. Risiko O-02 – Ketidaksesuaian parameter uji dan keterlambatan 
penyelesaian pengujian 
Risiko ini berasal dari keterbatasan alat laboratorium, kompetensi penguji, 
serta kebutuhan pemeliharaan berkala. Strategi mitigasi diarahkan pada: 
Pemeliharaan rutin peralatan laboratorium, Peningkatan kompetensi penguji 
dalam pemeliharaan alat, Penyediaan suku cadang alat yang memiliki umur 
pakai pendek. Tanggung jawab mitigasi berada pada Fungsi Pengujian. 

 
2. Risiko pada Sasaran: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi  
Risiko S-12 – Masih ditemukannya sampel fortifikasi yang Tidak Memenuhi 
Syarat (TMS) Risiko ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan kepada 
sarana fortifikasi. Strategi mitigasi mencakup: Pembinaan langsung saat 
pemeriksaan, Pelaksanaan Desk CAPA untuk memastikan perbaikan atas 
temuan, Koordinasi intensif dengan lintas sektor (Dinkes/pemerintah daerah) 
untuk pendampingan berkelanjutan. Mitigasi ini berada pada Fungsi Inspeksi. 
 

3. Risiko pada Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi (KIE) 
Terdapat dua risiko yang memengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan 
masyarakat dan efektivitas KIE: 
a. Risiko S-14 – Desa/Pasar/komunitas binaan tidak mampu melanjutkan 

program GKPD atau Pasar Aman.  Untuk mengatasi hal ini, strategi mitigasi 



75 

 

meliputi: Audiensi dan advokasi kepada pemerintah daerah, Monitoring dan 
evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program GKPD dan Pasar Aman. 

b. Risiko O-09 – Penyuluhan tidak dapat dipahami oleh audiens 
Ketidakefektifan komunikasi terjadi apabila metode penyuluhan tidak sesuai 
dengan segmen sasaran. Mitigasi diarahkan pada: Penggunaan berbagai 
metode dan teknik KIE, seperti media visual, simulasi, demonstrasi, dan 
pendekatan partisipatif sesuai karakteristik audiens. Kedua risiko ini berada 
di bawah tanggung jawab Fungsi Infokom. 

 
4. Risiko pada Sasaran: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan 

Standar Keamanan dan Mutu 
Risiko SDM-10 – Pendampingan UMKM tidak tuntas sesuai pedoman.  Risiko ini 
timbul dari kurang optimalnya monitoring timeline, koordinasi lintas stakeholder, 
dan belum tersedianya dashboard layanan. Upaya mitigasinya mencakup: 
Penetapan PIC khusus untuk monitoring dan evaluasi, Penguatan koordinasi 
dengan stakeholder, Penyusunan dashboard monev dan pelaksanaan rapat 
evaluasi bulanan. Penanganan risiko ini berada pada Fungsi Sertifikasi 
 

5. Risiko pada Sasaran: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan.  Risiko S-15 – Tidak tercapainya target berkas perkara 
hingga tahap P21 Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kurangnya 
koordinasi dengan penegak hukum. Strategi mitigasi yang dilakukan meliputi: 
Koordinasi dan komunikasi intensif, Pelaksanaan coaching clinic, Coffee 
morning berkala dengan stakeholder seperti kepolisian dan kejaksaan. Risiko ini 
ditangani oleh Fungsi Penindakan. 

 
6. Risiko pada Sasaran: Terlaksananya Deteksi Kejahatan di Bidang Obat dan 

Makanan.  Risiko O-12 – Minimnya pengetahuan SDM dalam analisis cegah 
tangkal Untuk meningkatkan kemampuan analisis, strategi mitigasi diarahkan 
pada: Pelaksanaan desiminasi pelatihan kepada personil yang baru mengikuti 
pelatihan, sehingga pengetahuan teknis dapat dibagikan kepada seluruh tim. 
Mitigasi ini juga berada pada Fungsi Penindakan. 

 
7. Risiko pada Sasaran: Terselenggaranya Layanan Publik yang Prima Risiko S-08 

– Evaluasi permohonan SKI/SKE tidak sesuai SLA Untuk memastikan layanan 
tepat waktu, strategi mitigasi mencakup: Penetapan PIC timeline harian, 
Koordinasi melalui Group WA layanan, Koordinasi dengan PUSDATIN, Rapat 
evaluasi berkala. Mitigasi dilakukan oleh Fungsi Sertifikasi. 

 
8. Risiko pada Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal 

Risiko pada aspek tata kelola terutama terkait perencanaan, keuangan, dan 
pengelolaan administrasi: 

 
a. Risiko K-02 – Nilai Indikator Revisi DIPA tidak tercapai Mitigasi: Penyusunan 

perencanaan yang lebih matang. 
b. Risiko K-04 – Deviasi Halaman III DIPA tinggi Mitigasi: Perencanaan yang 

lebih matang, Monitoring & evaluasi berkala. 
c. Risiko K-05 – Keterlambatan penyampaian SPM Mitigasi: Peningkatan 

koordinasi internal dan eksternal. 
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d. Risiko K-07 – Pengelolaan UP/TUP tidak tepat waktu Mitigasi: Perencanaan 
yang tepat, Monitoring berkala, Penguatan koordinasi internal. 

Risiko K-08 – Kontrak tidak diinput tepat waktu melalui SAKTI Mitigasi: Peningkatan 
koordinasi internal. Seluruh mitigasi di atas berada di bawah tanggung jawab Fungsi 
Perencanaan dan Evaluasi.  
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,  

 

3.1 Arah Kebijakan dan Startegi BPOM 

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, 

memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas 

SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di 

sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan 

ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Hasil analisis ini 

menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang responsif 

terhadap dinamika lapangan. Dari sisi internal, terdapat sejumlah kekuatan yang 

menjadi modal utama, antara lain kapasitas dan kompetensi SDM yang terus 

meningkat, keberadaan jaringan laboratorium yang tersebar secara nasional, serta 

pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pengawasan yang 

berbasis risiko.  Dari sisi eksternal, terdapat peluang besar yang dapat 

dimanfaatkan, seperti penguatan dukungan regulasi di tingkat nasional, 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan 

bermutu, serta kemajuan teknologi digital yang membuka ruang inovasi dalam 

sistem pengawasan. Peluang ini mendorong transformasi pengawasan ke arah yang 

lebih proaktif, transparan, dan partisipatif. 

 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa 

arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta 

meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut: 

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan 

pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program 

MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan 

pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru 

dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi 

hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah 

pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan 

perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada 

sarana yang tidak berizin.   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada 

Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program 

strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok 

sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya 

dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan 

sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan 

aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif 

dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang 

relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semaki menggarisbawahi bahwa 
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penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk 

semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif 

terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara 

pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta 

penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan 

penjamah pangan MBG.   

 

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan 

pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan 

olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap 

tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun 

offline.   

 

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan 

dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory 

assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan 

pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui 

reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan 

memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. 

Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM 

untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat 

daya saing, dan memperluas akses pasar. 

 

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 

menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan 

produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang 

aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan. 

 

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan 

luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM 

memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan 

sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM 

dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan 

yang dilakukan BPOM. 

 

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis 

kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus 

beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik 

berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung 

fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses 

yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.  

 

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi 

tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai 

lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan 

masyarakat. 

 

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah 

kebijakan tersebut antara lain: 

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan 

pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif 

berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan 

cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan 

optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. 

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di 

bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan 

kerjasama lintas sektor. 

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan 

inovasi untukmendorong daya saing. 

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional. 

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas 

pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian 

kebijakan berbasis data. 

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan 

kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan 

efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. 

 

 
Tabel 10 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

Penguatan pengawasan pre-post 

market Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan dengan mendorong 

inovasi untuk mengawal 

Penguatan pengawasan premarket dan 

post market sediaan farmasi dan 

pangan olahan termasuk Program 

Makan Bergizi Gratis yang 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

farmakovigilans, perluasan cakupan 

pengawasan termasuk produk dan 

sarana yang tidak berizin serta 

Program MBG 

komprehensif berbasis risiko termasuk 

regulasi, penguatan farmakovigilans, 

perluasan cakupan pengawasan produk 

dan sarana, termasuk yang tidak berizin 

dan optimalisasi tugas dan fungsi 

pengawasan oleh unit teknis dan UPT; 

 

Penguatan penindakan kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mengedepankan 

pencegahan/deteksi kejahatan pada 

peredaran Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan secara online dan 

offline  

Memperkuat fungsi cegah tangkal, 

siber, intelijen, dan penyidikan 

kejahatan di bidang sediaan farmasi dan 

pangan olahan secara proaktif dan 

mengedepankan kerjasama lintas sektor 

Peningkatan regulatory assistance 

dan pendampingan pelaku usaha 

dengan dukungan yang kuat 

terhadap UMKM  

Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi 

pelaku usaha termasuk pendampingan 

inovasi untukmendorong daya saing; 

 

Peningkatan kesadaran serta 

partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan  

Peningkatan komunikasi, informasi, dan 

edukasi untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pengawasan Obat 

dan Makanan.  

 

Peningkatan kolaborasi dan sinergi 

dengan pemangku kepentingan 

dalam dan luar negeri di bidang 

pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan 

Penguatan kemitraan dengan lintas 

sektor nasional dan internasional 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

Peningkatan kapasitas SDM, 

kualitas pengujian laboratorium, 

analisis kebijakan,dan transformasi 

digital dalam pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

Penguatan pengelolaan SDM dan 

sarana prasarana, peningkatan kualitas 

pengujian laboratorium, pemanfaatan 

TIK yang modern, serta penguatan 

kajian kebijakan berbasis data 

Penguatan dukungan manajemen di 

bidang pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan serta 

peningkatan kualitas dan 

percepatan pelayanan publik 

berbasis elektronik  

Peningkatan Implementasi Reformasi 

Birokrasi BPOM termasuk peningkatan 

kualitas dan percepatan pelayanan 

publik berbasis elektronik serta 

peningkatan efektivitas dan efisiensi 

alokasi dan penggunaan anggaran.  

 

 

 

 

3.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Medan 

Arah kebijkan BPOM  

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, 

perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak 

berizin serta Program MBG:  

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:.   

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan 

dukungan yang kuat terhadap UMKM:  

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:  

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam 

dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan:  

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis 

kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan:  
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7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan 

publik berbasis elektronik: 

Balai Besar POM di Medan berperan mendukung seluruh arah kebijakan 

BPOM dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM 

 

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Balai Besar POM di Medan periode 

2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk 

memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang 

sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan hasil analisis SWOT yang 

dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sebagai berikut: 

 

1. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Mendukung Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Pelaksanaan KIE yang 

Efektif 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan 

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di lingkungan BPOM. SDM 

yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi 

serta dinamika regulasi menjadi modal utama dalam memastikan 

efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

Dalam konteks tersebut, peningkatan kompetensi pegawai perlu diarahkan 

pada penguatan kapasitas teknis dan manajerial untuk menunjang 

pelaksanaan pengawasan dan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE) yang efektif. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan 

sistem pembinaan karier dan kompetensi pegawai yang terukur, 

transparan, dan berkelanjutan. 

Beberapa langkah strategis yang perlu diimplementasikan antara lain: 

a. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja 

pegawai yang terintegrasi; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pendidikan dan pelatihan 

(diklat) sesuai kebutuhan jabatan; 

c. Pemetaan kompetensi ASN secara periodik untuk mengetahui 

kesenjangan dan potensi pengembangan; serta 

d. Pelaksanaan mekanisme umpan balik (feedback) terhadap hasil 

penilaian kompetensi guna mendorong perbaikan berkelanjutan. 

 

Bagi BBPOM di Medan, sinergi peningkatan kompetensi menjadi hal yang 

sangat penting dalam menghadapi tantangan pengawasan terhadap 

peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi 

standar keamanan dan mutu. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelatihan 

yang terarah, seragam, dan berkelanjutan guna memperkuat keandalan, 

integritas, serta profesionalitas petugas dalam menjalankan tugas 

pengawasan dan pelayanan publik. 
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Melalui penguatan kompetensi SDM secara menyeluruh, diharapkan 

BBPOM di Medan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, 

memperluas jangkauan KIE yang berdampak, serta memperkokoh 

kepercayaan masyarakat terhadap upaya perlindungan kesehatan publik di 

wilayah kerjanya. 

 

2. Peningkatan Advokasi dan Kolaborasi dengan Stakeholder secara 

Berkesinambungan 

Dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan premarket dan 

postmarket, BBPOM di Medan menempatkan advokasi dan kolaborasi 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai strategi kunci 

yang berkelanjutan. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun sinergi 

lintas sektor dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk 

sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di masyarakat. Salah 

satu fokus utama adalah penguatan peran pemerintah daerah dalam 

pengawasan premarket Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Melalui 

mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, BPOM terus 

mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan 

dan pengawasan PIRT agar lebih efektif, terintegrasi, serta selaras dengan 

standar keamanan pangan nasional. Upaya ini juga mendukung 

pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan olahan 

untuk tumbuh secara berdaya saing tanpa mengabaikan aspek keamanan 

dan mutu. Kondisi geografis Provinsi Sumatera Utara yang beragam dan 

tersebar menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan produk 

obat dan makanan. Oleh karena itu, BBPOM di Medan perlu memperkuat 

pola kemitraan dan jejaring koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk 

instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Melalui 

strategi advokasi dan kolaborasi yang berkesinambungan, BBPOM di 

Medan diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan, 

meningkatkan efektivitas komunikasi risiko, serta mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya dan inovasi yang tersedia di tingkat daerah. 

Sinergi ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya sistem pengawasan 

obat dan makanan yang tangguh, responsif, dan berorientasi pada 

perlindungan kesehatan masyarakat. 

 

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan secara Mandiri 

Dalam menghadapi meningkatnya ancaman peredaran Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan ilegal, termasuk melalui platform e-commerce, serta 

maraknya penyebaran informasi hoaks terkait obat dan makanan, BPOM di 

Medan perlu memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui 
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kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pemberdayaan 

masyarakat diarahkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan secara mandiri. Hal ini 

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital yang telah 

disediakan BPOM, seperti BPOM Mobile, CekBPOM, dan Halo BPOM, 

sebagai sarana akses informasi dan pelaporan yang cepat, mudah, dan 

transparan. Melalui kegiatan KIE yang berkesinambungan, diharapkan 

terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap 

pentingnya memilih, menggunakan, dan mengonsumsi produk obat dan 

makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Selain itu, pendekatan 

edukatif dan partisipatif ini diharapkan mampu mendorong masyarakat 

untuk menjadi mitra strategis BPOM di Medan dalam mendukung 

pengawasan berbasis komunitas. Dengan terwujudnya masyarakat yang 

cerdas dan berdaya dalam mengawasi produk yang beredar, BPOM di 

Medan dapat memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat 

ketahanan sistem keamanan obat dan makanan di wilayah kerja. Upaya ini 

menjadi bagian penting dari komitmen BPOM di Medan dalam membangun 

lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya saing menuju peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. 

 

4. Peningkatan Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga Terkait 

dalam Penegakan Pengawasan Peredaran dan Iklan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan Secara Online 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

mengubah pola distribusi serta pemasaran produk obat dan makanan, 

termasuk melalui berbagai platform digital. Kondisi ini memberikan peluang 

positif bagi pelaku usaha, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa 

meningkatnya risiko peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal 

serta maraknya iklan yang tidak sesuai ketentuan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, BBPOM di Medan perlu memperkuat kerja sama 

lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka 

menindaklanjuti setiap pelanggaran peredaran dan iklan produk yang tidak 

memenuhi ketentuan, khususnya yang dilakukan secara daring. Sinergi ini 

penting untuk memperkuat sistem pengawasan post-market, terutama 

dalam pengendalian iklan dan penandaan Sediaan Farmasi agar informasi 

yang diterima masyarakat bersifat akurat, bertanggung jawab, dan tidak 

menyesatkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan 

forum koordinasi pengawasan iklan dan promosi bersama pelaku usaha di 

bidang farmasi dan pangan olahan. Forum ini menjadi wadah kolaborasi 

dalam penyusunan strategi pengawasan terpadu, pertukaran data dan 

informasi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi 

yang berlaku. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran iklan di 
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media digital lebih tinggi dibandingkan media konvensional, salah satunya 

disebabkan oleh banyaknya konten yang dihasilkan oleh individu atau 

pihak non-profesional (user-generated content) yang belum memahami 

ketentuan periklanan obat dan makanan. Oleh karena itu, sinergi antara 

BPOM, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi 

kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Melalui kerja sama 

yang kuat dan berkesinambungan, BBPOM di Medan diharapkan dapat 

memperkuat efektivitas pengawasan post-market di ranah digital, 

meningkatkan literasi pelaku usaha dan konsumen, serta menekan 

pelanggaran peredaran dan iklan produk obat dan makanan demi 

perlindungan kesehatan masyarakat. 

5. Peningkatan Sosialisasi dan Pendampingan Aktif kepada Pelaku 

Usaha dan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan 

Dalam mendukung penguatan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya 

saing, BPOM di Medan berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan 

pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha dan masyarakat, 

khususnya yang memerlukan layanan perizinan produk obat dan makanan. 

Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha, terutama 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memahami 

persyaratan teknis, prosedur registrasi, serta pemanfaatan sistem layanan 

berbasis digital yang diterapkan oleh BPOM. Melalui kegiatan sosialisasi 

dan asistensi yang terencana, BPOM di Medan berupaya memastikan 

bahwa pelaku usaha memperoleh informasi yang benar, akurat, dan 

mudah dipahami terkait proses perizinan. Upaya ini juga mencakup 

pemberian bimbingan teknis mengenai pemenuhan standar keamanan, 

mutu, dan manfaat produk, sehingga produk yang beredar di masyarakat 

dapat terjamin keamanannya. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan 

secara aktif ini juga merupakan langkah strategis dalam mencegah 

munculnya praktik percaloan atau penggunaan jasa konsultan yang tidak 

bertanggung jawab dalam proses penerbitan izin atau sertifikasi produk. 

Dengan demikian, integritas dan kredibilitas BPOM di Medan dapat tetap 

terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem 

pelayanan perizinan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Selain 

itu, pendekatan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku 

usaha baru yang patuh terhadap regulasi dan berorientasi pada keamanan 

serta mutu produk. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, BPOM di 

Medan dapat berperan aktif sebagai fasilitator dalam mendorong 

peningkatan daya saing UMKM di sektor obat dan makanan, serta 

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk yang 

aman dan bermutu. 
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6. Optimalisasi Pelaksanaan Program Pendampingan UMKM melalui 

Inovasi SiJEMPOL PEMANDU 

Dalam rangka memperkuat daya saing dan kepatuhan pelaku usaha 

terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk, Balai Besar 

POM di Medan melaksanakan strategi optimalisasi program pendampingan 

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pangan olahan 

dan sediaan farmasi. Strategi ini diwujudkan melalui program unggulan 

SiJEMPOL PEMANDU (Sistem Jemput Bola Pendampingan dan 

Pembinaan Pelaku Usaha Industri Pangan Olahan), sebagai bentuk inovasi 

layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia 

usaha di wilayah Sumatera Utara. Program SiJEMPOL PEMANDU 

bertujuan untuk menghadirkan layanan pembinaan dan asistensi teknis 

secara langsung (jemput bola) kepada pelaku UMKM. Melalui pendekatan 

ini, BPOM di Medan tidak hanya memberikan bimbingan terkait 

pemenuhan persyaratan teknis dan regulasi, tetapi juga membantu pelaku 

usaha dalam proses registrasi, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan 

yang Baik (CPPOB), serta pemanfaatan teknologi digital dalam perizinan 

dan pemasaran produk. Pelaksanaan SiJEMPOL PEMANDU telah 

memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain meningkatnya 

pemahaman pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan, 

bertambahnya jumlah UMKM yang tersertifikasi, serta meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan lokal. Program 

ini juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

melalui pembinaan UMKM yang berorientasi pada kualitas dan kepatuhan 

regulasi. Pendampingan UMKM ini juga diharapkan mendukung 

peningkatan kelas UMKM Go Ekspor. Sejalan dengan peningkatan mutu 

pelayanan publik, BPOM di Medan terus memperkuat sinergi dengan 

pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga pembina UMKM untuk 

memperluas jangkauan dan keberlanjutan program pendampingan. 

Dengan demikian, SiJEMPOL PEMANDU menjadi simbol komitmen BPOM 

di Medan dalam menghadirkan pelayanan yang inovatif, inklusif, dan 

berdampak nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus 

pemberdayaan ekonomi daerah.. 

 

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi serta Kualitas dan 

Percepatan Pelayanan Publik 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Balai Besar POM di 

Medan secara berkelanjutan memperkuat implementasi Reformasi 

Birokrasi (RB) melalui strategi yang terukur dan sistematis. Reformasi 

birokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi yang 

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha di bidang obat dan makanan. 
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Strategi pelaksanaan RB di Balai Besar POM di Medan diarahkan pada 

empat area utama, yaitu: 

 

1. Penguatan komitmen dan tata kelola pelaksanaan RB secara internal, 

dengan memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman dan 

keselarasan terhadap visi perubahan organisasi; 

2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui 

penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses bisnis, dan penerapan 

layanan berbasis teknologi informasi; 

3. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar lebih 

kompeten, profesional, dan berintegritas; serta 

4. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung 

efisiensi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 

obat dan makanan. 

 

Balai Besar POM di Medan menekankan pentingnya kepemimpinan 

transformasional di setiap tingkatan manajerial untuk memastikan seluruh 

pegawai memahami arah dan tujuan reformasi birokrasi. Melalui kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, setiap unit kerja 

didorong untuk menindaklanjuti hasil penilaian RB, memperbaiki area 

perubahan yang masih lemah, dan mengembangkan inovasi pelayanan 

publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha. 

 

Upaya peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik diwujudkan 

melalui transformasi digital dan inovasi layanan elektronik, seperti sistem 

perizinan online, pengawasan berbasis data, serta integrasi sistem 

informasi pelayanan. Dengan penerapan RB yang konsisten dan inovatif, 

Balai Besar POM di Medan diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang 

bersih, efektif, melayani, dan terpercaya dalam menjalankan mandat 

perlindungan kesehatan masyarakat. 

8. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang 

Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan 

Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam 

memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

guna menjamin terpenuhinya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi 

bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Kebijakan ini menjadi 

payung koordinatif yang menegaskan pentingnya kolaborasi antar-

kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program prioritas nasional. 

 

Melalui kebijakan tersebut, Badan POM memperoleh mandat strategis 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aspek keamanan 
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pangan, terutama yang berkaitan dengan bahan baku pangan olahan, 

sarana produksi dan distribusi, serta produk pangan yang disalurkan dalam 

rangka Program MBG. Peran ini menempatkan BPOM sebagai unsur kunci 

dalam memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan MBG 

memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagi Balai Besar POM di Medan, dukungan kebijakan nasional ini menjadi 

peluang strategis untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Utara serta lintas sektor terkait, seperti Dinas 

Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan. Sinergi ini 

penting dalam mengawal mutu dan keamanan pangan yang digunakan 

dalam penyediaan makan bergizi gratis di wilayah kerja Balai Besar POM 

di Medan Implementasi kebijakan nasional ini tidak hanya mendukung 

keberhasilan program prioritas pemerintah, tetapi juga memperkuat peran 

Balai Besar POM di Medan sebagai lembaga pengawas yang menjamin 

keamanan dan mutu pangan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan 

kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

 

 
Tabel 11 Pemetaan Arah Kebijakan BPOM dan Strategi Balai Besar POM di Medan 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

Penguatan pengawasan pre-post 

market dengan mendorong inovasi 

untuk mengawal farmakovigilans, 

serta perluasan cakupan 

pengawasan termasuk produk dan 

sarana yang tidak berizin di bidang 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan  

Dukungan Kebijakan Nasional 

melalui Peraturan Presiden tentang 

Tata Kelola Penyelenggaraan 

Program Makan Bergizi Gratis 

(MBG); 

 

Penguatan penindakan kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan mengedepankan 

pencegahan/deteksi kejahatan pada 

peredaran Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan secara online dan 

offline  

Peningkatan Kerja Sama dengan 

Kementerian dan Lembaga Terkait 

dalam Penegakan Pengawasan 

Peredaran dan Iklan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

Secara Online 

Peningkatan regulatory assistance 

dan pendampingan pelaku usaha 

dengan dukungan yang kuat 

- Peningakatan sosialisasi dan 

pendampingan secara aktif kepada 

pelaku usaha dan masyakarat yang 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 

terhadap UMKM  

 

membutuhkan pelayanan 

perizinandan 

- Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Pendampingan UMKM melalui 

Inovasi SiJEMPOL PEMANDU 

Peningkatan kesadaran serta 

partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan  

 

Pemberdayaan masyakat untuk 

melakukan pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan secara 

mandiri dengan memanfaatkan 

aplikasi yang tersedia seperti 

BPOM Mobile, CekBPOM, Halo 

BPOM.  

Peningkatan kolaborasi dan sinergi 

dengan pemangku kepentingan 

dalam dan luar negeri di bidang 

pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan  

Peningkatan advokasi kepada 

stakeholder secara 

berkesinambungan 

Peningkatan kapasitas SDM, 

kualitas pengujian laboratorium, 

analisis kebijakan, dan transformasi 

digital dalam pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan  

Peningkatan kompetensi petugas 

melalui pelatihan untuk mendukung 

kegiatan Pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan dan 

Pelaksanaan KIE yang efektif 

Penguatan dukungan manajemen di 

bidang pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan serta 

peningkatan kualitas dan 

percepatan pelayanan publik 

berbasis elektronik  

 

Peningkatan Implementasi RB dan 

kualitas serta percepatan pelayanan 

publik 

 

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Badan POM, implementasi arah 

kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Medan juga dilaksanakan secara 

responsif gender dan inklusif sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa setiap program, kegiatan, dan layanan pengawasan obat dan makanan 

memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. 

Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM di Medan mengintegrasikan prinsip 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial (Social Inclusion) ke dalam 
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proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Hal ini 

mencakup upaya untuk:  

 Memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi laki-laki, perempuan, 

penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat marginal dalam 

program edukasi serta kegiatan pengawasan berbasis komunitas. 

 Memastikan informasi dan edukasi publik mengenai keamanan obat dan 

makanan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai 

kelompok masyarakat, termasuk melalui media yang ramah disabilitas dan 

inklusif budaya. Mendorong peran aktif perempuan dan kelompok rentan 

dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta dalam jejaring 

keamanan pangan masyarakat.  

 Membangun lingkungan kerja yang berkeadilan gender di internal Balai Besar 

POM di Medan melalui peningkatan kapasitas SDM, sistem kerja yang non-

diskriminatif, dan pengarusutamaan kesetaraan dalam pengambilan 

keputusan.  

Dengan penerapan prinsip responsif gender dan inklusi sosial secara konsisten, 

diharapkan seluruh program strategis Balai Besar POM di Medan tidak hanya 

berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, 

tetapi juga mendukung terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, dan 

pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. 

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi sebagaimana telah ditetapkan 

oleh Badan POM, Balai Besar POM di Medan melaksanakan kegiatan utama 

dalam kerangka “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia”, yang 

berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan yang 

menyeluruh dan berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar 

POM di Medan mencakup pengawasan pre-market dan post-market terhadap 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk pengawasan pada Program 

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional. Dalam 

konteks pre-market, pengawasan dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, 

seperti evaluasi dokumen dan verifikasi sarana produksi atau distribusi, namun 

tidak termasuk dalam penyusunan standar regulasi, yang menjadi kewenangan 

tingkat pusat. Sementara itu, pengawasan post-market difokuskan pada 

pemantauan peredaran produk, pengujian mutu dan keamanan, serta 

penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat. 

Selain kegiatan pengawasan teknis, Balai Besar POM di Medan juga memiliki 

peran strategis dalam pemberian layanan informasi, komunikasi, dan edukasi 

kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan komunitas untuk berpartisipasi 

aktif dalam pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini diwujudkan melalui 

berbagai program seperti Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Desa 

Pangan Aman, Pangan Aman Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta kader 
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keamanan pangan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra 

pengawasan. 

Dalam mendukung efektivitas pengawasan, Balai Besar POM di Medan juga 

memperkuat advokasi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah 

daerah, lembaga penegak hukum, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun 

organisasi masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengawasan 

obat dan makanan berjalan secara terpadu, komprehensif, dan responsif 

terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Lebih dari itu, sebagai unit 

pelaksana teknis di daerah, Balai Besar POM di Medan tidak hanya berperan 

dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung 

jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan tata kelola organisasi. Hal ini 

mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perencanaan, serta 

pelaporan kinerja yang akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM. Melalui tata kelola yang efektif, 

transparan, dan berorientasi hasil, Balai Besar POM di Medan berkomitmen 

untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, adaptif, dan berdaya 

saing, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga. 

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan dukungan 

manajemen di Balai Besar POM di Medan diarahkan tidak hanya untuk menjamin 

keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di 

masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Badan 

POM secara nasional dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat 

dan peningkatan daya saing bangsa. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM 

untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan 

menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat 

dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang 

mencerminkan visi Balai Besar POM di Medan, serta indikator kinerja sasaran 

kegiatan (IKSK) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan 

pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap 

indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting 

yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Medan 

selama periode lima tahun. 

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Medan, yaitu 

memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, 

dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan menjadikan matriks ini sebagai 

acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap 

langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk 

mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar 

efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat 

dan menjamin standar keamanan masyarakat Sumatera Utara yang tinggi. 

 

Tabel 4.1. Matriks Kerangka Kinerja Balai Besar POM di Medan 2025-2029 

SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

Target Tahunan 

2025 2026 2027 2028 2029 

01 - Meningkatnya 
efektivitas pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah 
kerja UPT 

01 - Persentase sampel 
Sediaan Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

90,00 91,00 92,25 93,25 94.50 

02 - Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
telah melaporkan KTD/ESO 

26 27 28 29 30 

03 - Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

94 94,5 95 95,5 96 

04 - Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar 

100 100 100 100 100 

05 - Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 92 93 94 95 
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SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

Target Tahunan 

2025 2026 2027 2028 2029 

06 - Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh stakeholder 

67,00 68,00 70,00 72,00 74,00 

07 - Persentase sarana 
produksi Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

89.25 91 92,25 93,75 94,25 

08 - Persentase sarana 
produksi Pangan Olahan 
(termasuk IRTP) yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91 92 93 94 95 

09 - Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

93,25 94,75 95,75 97,00 98,00 

10 - Persentase sarana 
distribusi Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91 92 93 94 95 

11 - Persentase iklan sediaan 
farmasi dan pangan olahan 
yang diawasi sesuai ketentuan 

87,20 89,40 91,60 94,00 95,40 

12 - Persentase label produk 
tembakau dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi sesuai 
ketentuan 

80 81 82 83 84 

13 - Persentase pemenuhan 
target pengendalian AMR di 
Wilayah UPT 

100 100 100 100 100 

14 - Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi dan 
Pangan olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

76,7 80,2 84,7 86,6 88,3 

15 - Persentase kabupaten/ 
kota yang didampingi dalam 
pencapaian kabupaten/ kota 
pangan aman 

5,88 23,53 35,29 47,06 70,59 

16 - Persentase sampel pangan 
MBG yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan  

- 81 82 83 84 

02 - Meningkatnya 
Efektifitas Pengawasan 
Sarana Produksi Pangan 
Fortifikasi 

01 - Persentase cakupan 
sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

60 67 72 77 81 

03 - Meningkatnya 
efektivitas KIE di masing-
masing wilayah kerja UPT 

01 - Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja UPT 

87,68 88,55 89,43 90,31 91,19 
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SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

Target Tahunan 

2025 2026 2027 2028 2029 

02 - Jumlah sekolah yang 
melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan 

19 19 19 19 19 

03 - Jumlah desa pangan aman 4 7 7 7 8 

04 - Jumlah pasar pangan 
aman berbasis komunitas 

1 3 3 4 4 

04 - Meningkatnya 
pendampingan UMKM 
dalam pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

01 - Persentase UMKM yang 
didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang baik 
dan/atau IP CPPOB pangan 
olahan 

15,91 33,33 53,03 73,48 95,45 

05 - Terlaksananya 
Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 

01 - Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di 
UPT 

75 77 79 80 81 

06 - Terlaksananya 
kegiatan deteksi kejahatan 
di bidang Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 
UPT 

01 - Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diselesaikan sesuai 
standar 

90 91 92 93 94 

07 - Layanan Publik 
UPT yang prima 

01 - Indeks Pelayanan Publik 
UPT 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 

08 - Terwujudnya tata 
kelola pemerintah Unit 
Organisasi yang optimal 

01 - Nilai Pembangunan ZI UPT 
BPOM  

85,73 86 87 88 89 

02 - Nilai AKIP UPT BPOM  80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT 
BPOM  

5 5 5 5 5 

04 - Indeks Manajemen Risiko 
UPT BPOM 

2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 
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4.2 Kerangka Pendanaan 

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan 

sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran 

pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima 

tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut. 

 

Tabel 12  Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Medan2025-2029 Berdasarkan Kegiatan 

Program 
Alokasi (Rp Juta) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Pengawasan 
Obat dan 
Makanan di 
Seluruh 
Indonesia 

            
33.157,316  

                      
36.473,048  

                      
40.120,352  

                      
44.132,388  

                      
48.545,626  

Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
BPOM 

            
16.047,685  

                      
17.652,454  

                      
19.417,699  

                      
21.359,469  

                      
23.495,416  

Total 49.205,001 54.125,501 59.538,051 65.491,856 72.041,042 

 

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Medan  2025-2029 Berdasarkan Sumber 
Dana 

Sumber 
Dana 

Alokasi (Rp Juta) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Rupiah  
            
47.005,001  

                      
51.925,501  

                      
57.338,051  

                      
63.291,856  

                      
69.841,042  

Murni 

(RM) 

Penerimaan
Negara               

2.200,000  
                        
2.200,000  

                        
2.200,000  

                        
2.200,000  

                        
2.200,000  Bukan 

Pajak(PNBP) 

Total 49.205,001 54.125,501 59.538,051 65.491,856 72.041,042 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Renstra Balai Besar POM di Medan 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam 

perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan  

yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 

2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan 

terkait, Renstra Balai Besar POM di Medan 2025-2029 yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan 

perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Balai Besar POM di Medan baik 

untuk perencanaan menengah dan tahunan. Renstra Balai Besar POM di Medan 

Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi di lingkungan Balai Besar POM 

di Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan 

semua fungsi dan subbagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta 

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, sampai pada level 

individu.  
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LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM  DI MEDAN TAHUN 2025-2029 
 

Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

Balai Besar POM di Medan             49.205,001,0 54.125,502,0 59.538,051,0 65.491,857,0 72.041042,0 
UPT 

BPOM 

Pengawasan Obat dan Makanan di 

Seluruh Indonesia  
            33.157,316,0 36.473,048,0 40.120,352,0 44.132,388,0 48.545,626,0 

UPT 

BPOM 

  Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja 

UPT 

                      

UPT 

BPOM 

  

1 

Persentase sampel 

sediaan farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

Balai Besar 

POM di 

Medan 

90 91 92,25 93,25 94,50           

UPT 

BPOM 

  

2 

Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang telah melaporkan 

KTD/ESO  

  26 27 28 29 30           

UPT 

BPOM 

  

3 

Persentase sampel 

pangan olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

  94 94,5 95 95,5 96           

UPT 

BPOM 

  

4 

Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar 

  100 100 100 100 100           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  

5 

Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

  91 92 93 94 95           

UPT 

BPOM 

  

6 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

  67 68 70 72 74           

UPT 

BPOM 

  

7 

Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

  89,25 91 92,25 93,75 94,25           

UPT 

BPOM 

  

8 

Persentase sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

  91 92 93 94 95           

UPT 

BPOM 

  

9 

Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

  93,25 94,75 95,75 97 98           

UPT 

BPOM 

  

10 

Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

  91 92 93 94 95           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  

11 

Persentase iklan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

  87,2 89,4 91,6 94 95,4           

UPT 

BPOM 

  

12 

Persentase label produk 

tembakau dan/atau 

rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar  

  80 81 82 83 84           

UPT 

BPOM 

  

13 

Persentase pemenuhan 

target pengendalian 

AMR di wilayah UPT  

  100 100 100 100 100           

UPT 

BPOM 

  

14 

Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

  76,7 80,2 84,7 86,6 88,3           

UPT 

BPOM 

  

15 

Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

didampaingi dalam 

pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

  5,88 23,53 35,29 47,06 70,59           
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  

16 

Persentase Sampel 

Pangan MBG yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

  - 81 82 83 84           

UPT 

BPOM 

  

RO 1: Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang diberikan 

KIE Farmakovigilans 

  50 50 50 50 50           

UPT 

BPOM 

  
RO 2: Sampel Makanan 

yang Diperiksa oleh UPT 
  382 427 427 448 460           

UPT 

BPOM 

  RO 3: Sampel Obat, Obat 

Tradisional, Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan yang 

Diperiksa Sesuai Standar 

oleh UPT 

  943 951 1000 1053 1109           

UPT 

BPOM 

  RO 4: Sarana Produksi Obat 

dan Makanan yang 

Diperiksa oleh UPT 

  133 146 159 172 184           

UPT 

BPOM 

  RO 5: Sarana Distribusi 

Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen 

Kesehatan dan Makanan 

yang Diperiksa oleh UPT 

  544 579 619 660 707           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  RO 6: Label produk 

tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diperiksa 

yang diperiksa sesuai 

standar oleh UPT BPOM 

  0 204 204 216 216           

UPT 

BPOM 

  
RO 7: Prasarana 

Pengawasan Obat dan 

Makanan di Indonesia 

  0 0 1 0 0           

UPT 

BPOM 

  RO 8: Laboratorium 

pengawasan Obat dan 

Makanan yang sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

  1 1 1 1 1           

UPT 

BPOM 

  RO 9: Alat laboratorium 

untuk pengujian obat dan 

makanan sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium 

  1 1 1 1 1           

  

  
RO 10: Sampel Makanan 

Bergizi Gratis yang diuji 

sesuai standar 

  0 1132 1132 1132 1132           

UPT 

BPOM 

  Meningkatnya Efektivitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi 

                 

UPT 

BPOM 

  

1 

Persentase cakupan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

  60 67 72 77 81           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  RO 1: Layanan pemeriksaan 

sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa 

oleh UPT 

  26 29 31 33 35           

UPT 

BPOM 

  
Meningkatnya efektivitas 

KIE  
  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 

  

1 

Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

  87.68 88.55 89.43 90.31 91.19           

UPT 

BPOM 

  

2 

Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

keamanan pangan 

  19 19 19 19 19           

UPT 

BPOM 

  
3 

Jumlah desa pangan 

aman 
  4 7 7 7 8           

UPT 

BPOM 

  

4 

Jumlah pasar pangan 

aman berbasis 

komunitas 

  1 3 3 4 4           

UPT 

BPOM 

  

RO 1: Masyarakat yang 

ditingkatkan 

pengetahuannya melalui KIE 

  30316 
         

30400  

             

30480  

         

30576  

         

30.691  
          

UPT 

BPOM, 

Dit. PMPU 

OTSKK, 

& Dit. 

PMPU 

Pangan 

Olahan 

  RO 2: Layanan Informasi 

Keamanan dan Mutu Obat 

dan Makanan oleh UPT 

  23 16 16 17 17           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  RO 3: Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan 

  19 19 19 19 19           

UPT 

BPOM 

  

RO 4: Desa Pangan Aman   4 7 7 7 8           

UPT 

BPOM 

  
RO 5: Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas 
  1 3 3 4 4           

UPT 

BPOM 

  Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 

  

1 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik dan/atau 

IP CPPOB pangan 

olahan 

  15,91 33,33 53,03 73,48 95,45           

UPT 

BPOM 

  RO 1: UMKM yang 

didampingi dalam 

pemenuhan standar oleh 

UPT 

  21 24 27 29 31           

UPT 

BPOM 

  Terlaksananya 

Penindakan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja 

UPT 

  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  

1 

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT        

  75 77 79 80 81           

UPT 

BPOM 

  RO 1: Perkara di bidang 

Penyidikan Obat dan 

Makanan 

  6 6 6 7 7           

UPT 

BPOM 

  Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di 

bidang Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja 

UPT 

  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 

  

1 

Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

  90 91 92 93 94           

UPT 

BPOM 

  
RO 1: Laporan Analisis 

Kejahatan Obat dan 

Makanan oleh UPT 

  14 14 15 15 15           

UPT 

BPOM 

  Layanan Publik UPT yang 

prima 
  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 

  

1 
Indeks Pelayanan 

Publik UPT 
  4,7 4,75 4,8 4,85 4,9           

UPT 

BPOM 

  RO 1: Keputusan/Sertifikasi 

Layanan Publik yang 

Diselesaikan oleh UPT 

  5185 5499 5515 5526 5556           

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  Terwujudnya tatakelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang optimal 

  0 0 0 0 0           

UPT 

BPOM 

  

1 
Nilai Pembangunan ZI 

UPT BPOM  
  85,73 86 87 88 89           

UPT 

BPOM dan 

Direktorat 

Kedeputia

n 1,2,3,4 

  
2 

Nilai AKIP UPT 

BPOM  
  80 80,5 81 81,5 82           

UPT 

BPOM 

  
3 

Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM  
  5 5 5 5 5           

UPT 

BPOM 

  

4 
Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM  
  2.95 3 3.05 3.1 3.15           

UPT 

BPOM dan 

Direktorat 

Kedeputia

n 1,2,3,4 

  

RO 1: Laporan koordinasi 

pengawasan Obat dan 

Makanan 

  1 1 1 1 1           

UPT 

BPOM dan 

Deputi 

1,2,3,4 

  RO 2: Sarana Pengawasan 

Obat dan Makanan di 

Seluruh Indonesia 

  1 1 1 1 1           

UPT 

BPOM 

  
RO 3: Perangkat pengolah 

data dan komunikasi         
  6 6 6 6 6           

UPT 

BPOM 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

BPOM  
            16.047,685,0 17.652,454,0 19.417,699,0 21.359,469,0 23.495,416,0 

UPT 

BPOM 
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Kegiat

an 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator/Rincia

n Output 

Lokasi 
Target 

Alokasi Unit 

Organisasi 

Pelaksana 
(Dalam Juta Rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

  RO 4: Layanan BMN 

Cat: Mendukung SK 

"Terwujudnya tatakelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal" 

  1 1 1 1 1           

UPT 

BPOM 

  RO 5: Layanan Perkantoran 

Cat: Mendukung SK 

"Terwujudnya tatakelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal" 

  1 1 1 1 1           

UPT 

BPOM 

 


